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Setiap tanggal 26 Juni, komunitas dan organisasi yang bergiat di isu hak asasi manusia
sedunia melakukan peringatan atas Hari Anti Penyiksaan Internasional; dan seperti biasanya,
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan
momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan praktik penerapan
praktik penyiksaan dan model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi termasuk praktik punitif yang merendahkan martabat manusia yang masih
diberlakukan secara berkala. Praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya
adalah praktik yang ditentang di dalam sistem hukum HAM internasional. Penentangan ini
begitu menguat pasca Perang Dunia Il selesai, ketika perang tidak hanya menimbulkan
korban jiwa namun juga wujud traumatik yang harus dipulihkan dengan baik. Akan tetapi
praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya tidak berhenti begitu saja setelah
Perang Dunia Il selesai, rezim otoritarianisme yang masih berkuasa atau kontestasi antar
kelompok politik masih kerap mereproduksi praktik penyiksaan dan tindakan tidak
manusiawi lainnya untuk mempertahankan pola yang sama. Di tempat-tempat seperti
Rwanda, Yugoslavia, Kamboja dan lain-lain, telah ditemukan korelasi kuat antara praktik
penyiksaan dan upaya pelanggengan model kekuasaan tersebut. Menariknya juga, Amerika
Serikat sebagai representasi simbol kekuatan demokrasi dan HAM juga kerap
menggunakan pendekatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya sebagai alat
yang dijustifikasi untuk melakukan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM oleh aparatus
negara.’

Dari norma dan instrumen hukum HAM internasional, KontraS berupaya sedekat mungkin
untuk melakukan analisa dan memberikan dukungan serta kontribusi kepada pemerintah
dalam menggunakan standar-standar internasional yang juga digunakan oleh banyak
pemerintahan demokratik lainnya.” Baik norma dan instrumen ini diambil dari beberapa
konvensi internasional yang sifatnya mengikat negara-negara pihak -negara-negara yang
telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional terkait. Rujukan pertama Kontra$S
adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yang menegaskan di Pasal 5:

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau
dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Selain itu di Pasal 7 di Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga menegaskan:?

' Di akhir tahun 2014, Komite Intelijen Amerika Serikat mengeluarkan laporan akuntabilitas dari badan intelijen — Central
Intelligence Agency yang membongkar praktik gelap CIA dalam kasus-kasus kejahatan penyiksaan yang terkait dengan isu
terorisme. Laporan setebal 500 halaman tersebut membongkar 7 pokok penyelidikan utama: (i) teknik penyiksaan yang
beririsan dengan teknik interogasi mutakhir yang dilakukan oleh agen CIA, (i) teknik interogasi CIA tidak diikuti dengan proses
pengawasan yang ketat, (iii) CIA telah melencengkan pemahaman dari para anggota senat dan Gedung Putih atas keefektifan
dari teknik interogasi yang brutal untuk menekan angka terorisme, (iv) para interogator yang melakukan interogasi di lapangan
kerap disetir oleh pejabat-pejabat publik senior di CIA untuk membenarkan praktik penyiksaan, (v) CIA kerap memelintirkan
jumlah tahanan yang dijadikan subyek dari teknik interogasi yang brutal tersebut, (vi) setidaknya terdapat 26 tahanan yang
ditahan dengan tidak menggunakan standar penahanan yang menjunjung tinggi HAM, (vii) CIA kerap bekerjasama dengan
media untuk mendukung teknik interogasi yang brutal dalam mendapatkan popularitas publik. Lebih lanjut lihat: The New
York  Times. 2014. 7 key points from the CIA torture report. Artikel dapat diakses di
http://www.nytimes.com/interactive/2014/12/09/world/cia-torture-report-key-points.html?_r=0. Diakses pada 22 Juni 2015.

% Terdapat beberapa instrumen HAM internasional yang juga mengatur pelarangan tentang praktik penyiksaan: Konvensi Hak
Anak, Standar Minimum PBB untuk penanganan tahanan, Prinsip perlindungan untuk setiap orang dari setiap bentuk
pemenjaraan atau penahanan, Prinsip Dasar PBB terkait pengerahan kekuatan dan persenjataan oleh aparat penegak hukum,
Prinsip Dasar PBB tentang hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Lihat: KontraS. 2014. Angka penyiksaan
meningkat, aktor semakin meluas: Laporan praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya di Indonesia 2013-2014.
Dokumen dapat diakses di: http.//kontras.org/lampiran/Final%20Penyiksaan_OK.pdf. Diakses pada 22 Juni 2015, hal. 29.

® Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional hak-Hak Sipil dan Politik. Dokumen dapat diakses di:
http://kontras.org/uu_ri_ham/UU%20No.%2012%20Tahun%202005.pdf. Diakses pada 22 Juni 2015.
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Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman
lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak
seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan
yang diberikan secara bebas.

Selain itu, Indonesia telah menjadi negara pihak dari Konvensi Anti Penyiksaan dan
Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya, melalui UU No. 5/1998. Di dalam Konvensi tersebut
diterangkan di Pasal 1 tentang definisi penyiksaan:

Istilah penyiksaan berarti setiap setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang
untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan
menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang
itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu
alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu
tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau
diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Selain itu, masih di dalam instrumen yang sama di Pasal 16 dijelaskan tentang perlakuan
atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
Pasal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena konsep ‘perlakuan atau penghukuman
lain yang kejam, tidak manusawi dan merendahkan martabat manusia’ adalah praktik-
praktik buruk yang potensial dilakukan oleh pengelola negara ataupun kelompok-kelompok
yang kerap memonopoli (legitimasi) kekuasaan untuk mempertahankan kewenangannya.

(1) Setiap negara pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya, perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang
tidak termasuk tindak penyiksaan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan
semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau
kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya.
Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan
Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain
dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat manusia

(2) Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat Internasional atau
hukum Nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi,
atau merendahkan martabat manusia, atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau
pengusiran.

Hal lain yang harus mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan di Indonesia
adalah adalah bahwa produk hukum HAM internasional dan nasional juga diikuti dengan
kehadiran norma hukum kebiasaan internasional yang penting untuk dicermati untuk
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menangkal praktik penyiksaan. Adalah norma jus cogens yang memberikan banyak pondasi
tentang elemen utama mengapa negara harus menentang kehadiran praktik penyiksaan.*

Jika dilihat dari sejarah mengapa Pemerintah Indonesia memiliki itikad baik untuk
melakukan politik ratifikasi instrumen-instrumen hukum HAM internasional, mengadopsinya
menjadi bagian dari norma hukum nasional dan mewajibkan seluruh aparatus negara untuk
tunduk terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut adalah adanya kemauan yang kuat dari
rezim demokratik pasca Orde Baru untuk memutus mata rantai penyiksaan dan model
tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya. Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan menjadi
begitu signifikan dilakukan ditahun 1998, sebagai momentum negara untuk mengingat
bahwa tindakan brutal, kejam, tidak manusiawi dan yang memenuhi unsur-unsur penyiksaan,
sebagaimana yang kerap dilakukan oleh rezim Orde Baru. Pertanyaannya, sudah sampai
sejauh mana kita telah memutuskan mata rantai kekerasan dan praktik penyiksaan serta
tindakan tidak manusiawi di Indonesia hari ini?

Pada tahun 2014, evaluasi Kontra$S dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari tahun-
tahun sebelumnya di mana KontraS membuat laporan komprehensif dalam memeringati 30
tahun peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional. > Berangkat dari laporan anti-
penyiksaan ditahun 2014, KontraS melihat beberapa kecenderungan yang akan
diujicobakan di dalam laporan anti penyiksaan 2015 yakni: Pertama, repetisi pilihan aparat
keamanan untuk melakukan praktik penyiksaan di berbagai tingkatan proses hukum.® Kedua,
model akuntabilitas terhadap para pelaku penyiksaan dan tindakan kejam atau tidak
manusiawi lainnya masih amat rendah atau bahkan cenderung diubah menjadi akuntabilitas
administratif. Ketiga, minimnya ruang pemulihan kepada korban dan keluarga atas praktik
penyiksaan dan tindakan kejam atau tidak manusiawi lainnya. Keempat, keterbatasan arena
akuntabilitas amat terkait dengan ketiadaan regulasi hukum di tingkat nasional yang bisa
digunakan untuk mendorong hadirnya ruang akuntabilitas, masih minimnya akses bantuan
hukum yang memadai dan bisa digunakan serta merta oleh publik dan yang juga tidak
kalah penting adalah menghadirkan ruang pemulihan dan perlindungan yang cepat dan
efektif terkait dengan praktik penyiksaan dan tindakan kejam atau tidak manusiawi lainnya.’

* Untuk informasi terkait Jus Cogens norm, lihat Van Schaack & Slye, supra note 13, at 496 A jus cogens norm is “[a]
mandatory or peremptory norm of general international law accepted and recognized by the international community as a
norm from which no derogation is permitted. Black’s Law Dictionary 876 (8th ed. 2004). Sederhananya Jus Cogen adalah
norma yang mengikat dari hukum HAM Internasional (peremptory norm). Jus cogens memberikan pondasi bahwa
pencegahan dan penuntutan terhadap praktik penyiksaan adalah mutlak dan tidak ada pengecualian dalam bentuk maupun
kondisi apapun. Di dalam Statuta International Court of Justice Pasal Pasal 38 ayat 1(b) secara tegas dijelaskan bahwa hukum
kebiasaan hukum kebiasaan Internasional terdiri dari dua elemen yaitu praktik negara-negara (state practice) dan penegakan
hukum (opinio juris

° Lihat: Kontra$. 2014. Angka penyiksaan meningkat, aktor semakin meluas.
http://kontras.org/lampiran/Final%20Penyiksaan_OK.pdf. Diakses pada 7 Juni 2015.

¢ Tingkatan proses hukum dalam sudut pandang KontraS dimulai dari sejak penangkapan, penahanan, penyelidikan,
penyidikan, vonis pengadilan, pemidanaan. Dalam situasi khusus seperti yang terjadi di Provinsi Aceh, aparat penegak hukum
tidak hanya berasal dari Polri namun juga mereka memiliki Polisi Syariah — Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan untuk
menegakkan hukum syariah (meskipun dalam derajat HAM, beberapa dari agenda penegakan hukum syariah di Aceh amat
bertentangan dengan standar-standar HAM internasional, seperti penerapan hukum cambuk. Dalam situasi yang berbeda
juga standar penegakan hukum digunakan secara berbeda-beda, apalagi jika melibatkan unsur balas dendam dan
mempercepat proses pengungkapan pengakuan dan informasi.

7 Dalam konteks ini KontraS melihat bahwa posisi korban kerap tidak diuntungkan ketika mereka harus melapor pada institusi
kepolisian, tempat di mana praktik penyiksaan diduga kuat terjadi. Harus ada rujukan akuntabilitas independen yang bisa
digunakan korban untuk melaporkan tindakan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, di mana rujukan akuntabilitas
ini juga bisa berkomunikasi langsung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bisa memberikan rujukan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif (merujuk UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan Pasal 6 ayat 2 yang menerangkan
bahwa akses bantuan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana
perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan sesksual dan korban penganiayaan
berat) berhak mendapatkan bantuan media, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diberikan berdasarkan
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Selain itu, laporan ini akan menguji beberapa poin utama terkait dengan persoalan
mendasar kekalnya praktik penyiksaan di Indonesia, yakni: Pertama, absennya penegakan
hukum yang jauh dari agenda transparansi, akuntabel, jujur dan adil terhadap para pelaku
penyiksaan atau praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum. Kedua, kerap digunakannya mekanisme etik (internal) untuk menghadirkan
akuntabilitas terhadap para pelaku penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, dengan
mentitikberatkanpada sanksi administratif sehingga memperpanjang rantai impunitas.
Ketiga, Terbatasnya pemahaman dari sisi aparat penegak hukum, khususnya pada proses
hukum di tingkat penyidikan, terkait dengan pemenuhan hak-hak korban dan kemampuan
institusi penegakan hukum untuk bisa mendorong lahirnya efek jera kepada para oknum
sehingga praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya tidak terus terfabrikasi dari tahun
ke tahun. Keempat, rendahnya kapasitas Negara untuk mau mempercepat proses revisi
atas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan pasal-pasal
penghukuman terhadap praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya. Kontra$S juga ingin
menyoroti ketidakmauan Negara untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer yang tidak pernah mendapatkan prioritas dari Negara ketika
aparat militer kerap berdalih tiposdak pernah melakukan tindak penyiksaan atas praktik-
praktik keamanan yang dilakukan di wilayah-wilayah rawan konflik seperti Poso dan Papua.
Meski dalam hal ini KontraS telah mengetahui bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia
(TNI) telah mengeluarkan Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 73/1X/2010 yang berisi
tentang ketentuan internal yang melarang setiap prajurit TNI untuk melakukan tindak
penyiksaan dan tindakan kejam lainnya di lingkungan TNI namun masih juga rendah
implementasinya. Kelima, KontraS juga melihat rendahnya kemauan Negara untuk
mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Penyiksaan,
mengingat telah lewat 1 dekade pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan namun
hingga kini belum ada langkah mempercepat RUU tersebut.

[.1 Tujuan dan Lingkup Penulisan
Penulisan laporan ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu:

a. Sebagai wujud publikasi Kontra$S terkait dengan bentuk, pola dan respons negara
atas reproduksi praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang masih
terjadi

b. Sebagai bahan advokasi untuk mendorong akuntabilitas negara dalam
menyelesaikan kasus yang diikuti dengan penegakan hukum terhadap para pelaku,
pemulihan hak-hak korban dan menghadirkan regulasi dan peraturan perundang-
undangan yang mampu menjamin ketersediaan ruang pertanggungjawaban untuk
memutus mata rantai praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

keputusan LPSK). Konsiderasi lainnya adalah ketersediaan akses bantuan hukum yang masih minim digunakan publik. Kontra$S
menilai bahwa pemerintah dalam hal ini harus lebih proaktif untuk mensosialisasikan keberadaan UU No. 16/2011 tentang
Bantuan Hukum dan sejauh mana terdapat ruang evaluasi atas akses publik tersebut, khususnya pada penanganan kasus-
kasus bercorak kejahatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Sebagai perbandingan saja berdasarkan
pemantauan tahunan KontraS kemudian sejumlah kecenderungan tujuan atau motif yang mendasari terjadinya praktik
penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terkait dengan isu unfair trial sepanjang periode Juni 2013 s/d Mei
2014 ini. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, tercatat sebanyak 34 peristiwa terjadi dengan tujuan untuk memaksa
pengakuan tindak kejahatan, 40 peristiwa terjadi sebagai bentuk pengkuman lainnya yang kejam, 2 peristiwa untuk memaksa
korbannya memberikan keterangan palsu, dan hanya 3 peristiwa yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh keterangan
dari korbannya, sementara 11 peristiwa lainnya terjadi dalam bentuk kematian dalam tahanan serta motif dan tujuan lainnya.
Lihat: KontraS. 2015. Legal Review Mendorong UU Bantuan Hukum Polri dan Kejaksaan Agung RI. Belum dipublikasikan.
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|.2 Metode Pengumpulan Data

Laporan 2015 ini akan menggunakan 2 pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif untuk
mengumpulkan data dan informasi terhadap penerapan praktik-praktik penyiksaan dan
tindakan kejam lainnya pada periode Juli 2014 - Juni 2015. Adapun metode yang
digunakan tidak berbeda jauh dari banyak publikasi yang diterbitkan Kontra$, yaitu:

a. Laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus. KontraS secara rutin melakukan
investigasi dan/atau pemantauan secara langsung atas sejumlah kasus penyiksaan
dan tindakan tidak manusiawi lainnya di banyak wilayah di Indonesia, utamanya
kasus-kasus yang terjadi di wilayah rawan konflik seperti Aceh, Poso, Maluku dan
Papua dalam kurun waktu 2014-2015.

b. Pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban. KontraS telah
melakukan sejumlah rangkaian pendampingan hukum dengan standar sebagai
berikut: baik korban maupun keluarga korban melakukan pengaduan melalui surat
dan surat elektronik kepada organisasi KontraS. Pada proses pendampingan hukum
Kontra$S juga melakukan pendalaman kasus melalui penggalian fakta yang menimpa
korban. Seperti yang dilakukan pada kasus penyiksaan yang dilakukan untuk
memburu anggota begal di beberapa kota di Indonesia (Divisi Pemantauan Hak-Hak
Sipil dan Politik) dan praktik penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi lainnya yang
terjadi di sektor sumber daya alam (Divisi Pemantauan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial).

c. Sumber dokumen sekunder lainnya. KontraS telah melakukan pemantauan media
secara berkala untuk mengikuti informasi yang berkembang di tengah masyarakat
terkait dengan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang masih
terjadi pada ranah sipil dan politik serta ekonomi dan sosial. Selain itu, pada tahun
2015 ini, evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan dan tindakan kejam
lainnya dengan menggunakan standar penilaian yang dipakai oleh Komite Anti
Penyiksaan (Committee Against Torture)® dan mekanisme di bawah Dewan HAM
PBB (termasuk melalui Pelapor Khusus PBB untuk Anti Penyiksaan untuk tahun 2015’
dan rekomendasi yang disampaikan melalui Sidang Universal Periodic Review pada
tahun 2012 untuk Siklus I1,"® dimana Indonesia juga akan segera melakukan Siklus Il
pada tahun 2016).

& Diketahui bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan respons dan penindaklanjutan dari daftar pertanyaan yang
diberikan oleh Komite Anti Penyiksaan (CAT) terhitung sejak tahun 2011 (CAT/C/IDN/Q/3). List pertanyaan dapat diakses di:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fIDN%2fQ%Z2f3&Lang=en.
Selain itu, KontraS juga amat menyayangkan agenda concluding observation Komite Anti Penyiksaan PBB yang berhenti
ditahun 2008 (CAT/C/IDN/CO/2), di mana terdapat sejumlah rekomendasi yang mayoritas tidak ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Indonesia. Dokumen dapat diakses di:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fIDN %2fQ%2f3&Lang=en.
Diakses pada 8 Juni 2015.

? Lihat: The United Nations. 2015. Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment of  punishment, Juan Ernesto Mendez (A/HRC/28/68). Dokumen dapat diakses di:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTorturelndex.aspx. Diakses pada 8 Juni 2015.

9 Lihat: The United Nations. 2012. Compilation prepared by the office of the high commissioner for human rights in
accordance with paragraph 5 of the annex to human rights council resolution 16/21 (Indonesia). Dokumen dapat diakses di:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/119/37/PDF/G1211937.pdf?OpenElement. Diakses pada 8 Juni 2015.
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[.3 Temuan Awal

Laporan ini memiliki beberapa temuan awal yang bisa digunakan sebagai pemantik diskusi
dalam memperkuat ranah advokasi untuk menangkal kejahatan penyiksaan dan
memberikan ruang tafsir baru pada arena pencegahan, perlindungan dan pemulihan hak-
hak korban yang selaras dengan isu akuntabilitas dan HAM.

Pertama, terdapat langkah progresif yang telah dimiliki Pemerintah Indonesia untuk
meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional yang terkait dengan akuntabilitas anti
penyiksaan, mulai dari diratifikasinya Kovenan Internasional hak-Hak Sipil dan Politik (2005)
hingga Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi lainnya (1998) yang
idealnya menjadi kunci untuk menuju dimensi akuntabilitas hukum nasional yang lebih
baik."

Kedua, terdapat sejumlah produk perundang-undangan yang mengubah corak tata kelola
sistem hukum nasional yang lebih peka pada isu HAM, seperti Amandemen Kedua Undang-
Undang Dasar 1945 yang telah mengadopsi universalisme HAM (khususnya Pasal 28 g ayat
2 mengatur tentang larangan penyiksaan), UU No. 39/1999 tentang HAM yang telah
memberikan kerangka jaminan perlindungan atas praktik penyiksaan (Pasal 33 ayat 1 dan
Pasal 66 ayat 1), UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan kerangka
akuntabilitas pada model pelanggaran HAM yang berat —kejahatan terhadap kemanusiaan
dan genosida termasuk bagaimana kejahatan penyiksaan juga mendapatkan ruang di
dalam UU ini. Beberapa rujukan akuntabilitas internal sektor keamanan seperti Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi dalam
Penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Panglima
Nomor 73/1X/2010 tentang Penentangan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang
Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia juga mewarnai
catatan progresif pemerintahan pasca Orde Baru tumbang ditahun 1998.

Ketiga, namun tidak ada satu rujukan akuntabilitas dan pencegahan di dalam negeri yang
bisa dijadikan pondasi untuk mendorong proses penghukuman para pelaku praktik
penyiksaan sebagaimana yang dijamin di dalam ketentuan Pasal 1 dari Konvensi Anti
Penyiksaan. Dari tahun ke tahun problem penegakan hukum di Indonesia kerap terbentur
dengan ketiadaan rujukan mekanisme yang terukur di dalam hukum pidana nasional (yang
selama ini merujuk kepada KUHP dan KUHAP yang belum pernah pula tersentuh agenda
amandemen hukum). Jikapun ada upaya hukum yang ditempuh, biasanya akan
menggunakan mekanisme internal, melalui sanksi yang tidak mungkin memberikan suatu
dampak positif pada kultur penegakan hukum dan HAM.

" pada tahun 2011, Komite Anti Penyiksaan mengeluarkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemerintah
Indonesia selambat-lambatnya pada Juni 2012, namun hingga kini, Pemerintah Indonesia belum memberikan laporannya.
Pada List of Issues yang dikeluarkan di tahun 2011, Komite Anti Penyiksaan mempertanyakan beberapa hal mengenai praktik
dan legislasi mengenai penyiksaan yang dirangkum menjadi 44 poin untuk selanjutnya harus dijawab oleh Pemerintah
Indonesia. Isu yang menjadi perhatian Komite Anti-Penyiksaan diantranya; Pertama, mengenai defenisi penyiksaan yang
hingga kini belum diadopsi. Kedua, masih adanya laporan mengenai impunitas pasukan keamanan yang bertanggung jawab
atas pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, khususnya di Papua, Aceh, Maluku dan Kalimantan. Ketiga,
komite meminta informasi mengenai pemberlakukannya penghukuman melalui praktik cambuk di Aceh. Keempat, Komite
mempertanyakan situasi Pembela HAM, terutama di Papua Barat yang masih rentan menjadi subjek penyiksaan. Sejalan
dengan Komite Anti-Penyiksaan, Dewan HAM PBB pada 2013 memberikan rekomendasi dalam praktik penyiksaan,
diantaranya untuk segera melakukan revisi dalam KUHP dengan memasukan definisi penyiksaan, perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya sesuai dengan standar
internasional yang terdapat dalam Konvensi Anti Penyiksaan agar dapat dikenai sanksi hukum. Lebih jauh lagi, Dewan HAM
mendorong Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Protokol Opsional Anti Penyiksaan.
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Keempat, mekanisme pengawasan adalah kunci dari kemajuan institusi pemerintahan,
termasuk institusi keamanan yang kerap bersinggungan dengan isu HAM. Oleh karenanya
KontraS juga menggunakan medium advokasi internasional, dengan berkorespondensi
langsung kepada Pelapor Khusus PBB untuk Anti Penyiksaan, Juan Mendez dalam
memberikan catatan-catatan kasus yang KontraS mutakhirkan setiap tahun. Setidaknya
tercatat 8 korespondensi yang bisa digarisbawahi untuk mengkomunikasikan situasi
penegakan HAM dan akuntabilitas anti penyiksaan di Indonesia.'” Tidak hanya membangun
ruang komunikasi dengan mekanisme advokasi internasional, KontraS secara reguler
menggunakan sarana-sarana akuntabilitas domestik untuk memastikan bahwa rekomendasi
advokasi anti penyiksaan berjalan efektif. Pembuktian alat uji keberhasilan advokasi HAM
sedikit banyak harus melibatkan negara, karena negara memainkan fungsi tanggung jawab
jaminan perlindungan HAM.

Kelima, namun demikian masih adanya institusi kenegaraan yang tidak memberikan
memberikan prioritas pada kategori kejahatan penyiksaan. Sebagai contoh, KontraS melalui
mekanisme UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berusaha untuk
mendapatkan akses informasi yang dimiliki oleh Komnas HAM dalam memperkaya isi
laporan anti penyiksaan 2015, terkait dengan data pengaduan publik yang dimiliki Komnas
HAM untuk isu penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.” Namun demikian,
Komnas HAM tidak membalas surat yang dilayangkan KontraS melalui prosedur KIP. Surat
keberatan KontraS juga telah disampaikan kembali kepada institusi Komnas HAM, namun
tidak ada balasan sampai laporan ini diluncurkan." Kuatnya indikasi ketidaktransparanan
kerja institusi-institusi negara, termasuk belakangan ini Komnas HAM menjadi tanda buruk
dalam mendorong hadirnya mekanisme pengawasan yang independen dan terpercaya.

Keenam, kritik yang sama juga Kontra$S layangkan kepada mekanisme pengawasan internal,
sebagaimana yang dimiliki di dalam tubuh Polri melalui mekanisme Profesi dan
Pengamanan (Propam) yang melekat di tubuh Mabes Polri dan setiap Polda, juga masih
belum maksimal dan cepat tanggap dalam merespons aduan korban yang dirugikan dari
praktik buruk para aparat keamanan di lapangan. Meski TNI sudah memiliki UU No.
25/2014 tentang Disiplin Militer yang menitikberatkan pada profesionalisme aparat TNI
untuk melakukan tugas pokok dan fungsi secara transparan dan mendorong tingkat
kedisplinan para prajurit, dan Peraturan Panglima Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan
terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di
Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, namun tidak akan mampu mengubah kultur
impunitas apabila TNI masih belum mengamandemen UU No. 31/1997 tentang Peradilan
Militer dan kembali merujuk mekanisme yang sama untuk memberikan penghukuman
kepada para pelaku penyiksaan yang berasal dari institusi TNI.

Ketujuh, dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari setiap institusi untuk mendorong lebih
maju agenda akuntabilitas negara pada isu HAM melalui sejumlah langkah amandemen
produk perundang-undangan, ataupun model kerjasama antar kelembagaan yang bisa

'2 Catatan kerja advokasi internasional melalui jalur komunikasi individual complaint — desk internasional Kontra$, 2014-2015.
3 Lihat: KontraS. 2015. Permohonan informasi terkait tindakan Komnas HAM terhadap kasus penyiksaan periode Januari
2014-Mei 2015, No. 353/SK-KontraS/V/2015. Tidak dipublikasikan.

" Lihat: KontraS. 2015. Keberatan atas tidak dibalasnya permohonan informasi terkait tindakan Komnas HAM terhadap kasus
penyiksaan periode Januari 2014-Mei 2015. No. 382/SK-KontraS/V1/2015. Tidak dipublikasikan.
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meningkatkan kemauan dan kapasitas untuk menjauhi praktik penyiksaan dan tindakan
tidak manusiawi lainnya.

Kedelapan, melihat pola penyiksaan yang terjadi dan menyasar kepada mereka tidak
memiliki akses ekonomi yang mencukupi, akan memberikan dampak pada rendahnya akses
keadilan dan informasi yang tersedia. Meskipun pemerintah telah mengesahkan UU No.
16/2011 tentang Bantuan Hukum namun tetap masih banyak orang yang belum
mendapatkan ruang bantuan hukum secara maksimal, sebagaimana yang terjadi pada kasus
Yusman Telaumbanua dan JIS.

Kesembilan, selain itu, praktik kejahatan penyiksaan belakangan ini juga memiliki irisan
dengan isu pembangunan. Baik aktor negara dan non-negara masih terlibat aktif pada
kejahatan-kejahatan HAM, termasuk penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya,
dengan memandang bahwa agenda ‘pembangunan’ memiliki derajat yang lebih tinggi
ketimbang isu HAM. Aktor non-negara kerap menggunakan dalih bahwa mereka tidak bisa
disentuh oleh hukum. Di lain sisi, menguatnya ruang pengabaian negara dengan tidak
memberikan respons cepat pada kejahatan yang melibatkan aktor non-negara juga terus
direproduksi. Impunitas saat ini tidak hanya sekadar diskursus, namun juga telah menjadi
begitu melembaga dari inkapasitas aparatus negara untuk mampu memberikan jaminan
perlindungan HAM dengan pendekatan non-diskriminatif. Dalam konteks ini kita bisa
belajar banyak dari penanganan kasus Indra Pelani hingga para petani di Rembang dan
Takalar. KontraS menegaskan bahwa dengan masih diterapkannya praktik penyiksaan pada
proses penyidikan dan sistem penegakan hukum tidak akan bisa memutus mata rantai
kejahatan mengingat informasi yang didapat tidak memiliki keakuratannya.®

Kesepuluh, kejahatan penyiksaan bukanlah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, hadirnya
elemen unfair trial, rekayasa kasus, hingga kejanggalan-kejanggalan yang mengikuti pada
eksekusi mati 2 gelombang di awal tahun kepemimpinan Joko Widodo adalah contoh
bagaimana elemen-elemen dari kejahatan penyiksaan secara langsung dan tidak langsung
membangun jejaring pelanggaran HAM yang lebih serius. Sebagai contoh, pada
pengalaman KontraS memberikan pendampingan hukum bagi terpidana hukuman mati,
terlihat jelas bahwa tidak ada perbaikan kinerja aparatus negara untuk menyelaraskan
kebijakan hukum yang diambil dengan tren hak asasi global yang kian menjauhi praktik
hukuman mati dan penyiksaan.

'® Terdapat beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti hukum internasional yang menyatakan bahwa banyak dari penyintas
kasus-kasus penyiksaan memberikan keterangan tentang pengakuan yang mereka berikan kepada aparat penyidik memang
tidak pernah utuh atau bahkan tercampur dengan informasi yang salah. Tujuannya adalah segera memberikan 'kepuasan’
kepada para pelaku dan bukan kepada memberikan keterangan yang benar, akibat rasa sakit dan penderitaan dari penyiksaan
yang mereka harus hadapi. Korban lebih menitikberatkan bagaimana agar rasa sakit yang mereka derita dapat dihentian
dengan segera, oleh karena itu fabrikasi kesaksian, keterangan dan pengakuan kuat terjadi. Lihat pada rujukan berikut ini:
Costanzo & Gerrity. 2009. The effects and effectiveness of using torture as an interrogation device: Using research to inform
the policy debate. Hal. 187-188. Dokumen dapat diakses di:
http://www.cgu.edu/pdffiles/sbos/costanzo_effects_of_interrogation.pdf Diakses pada 21 Juni 2015.
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BAGIAN Il - MELACAK AKUNTABILITAS ANTI
PENYIKSAAN DI INDONESIA
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[I. 1 Absennya Akuntabilitas atas Tindak Penyiksaan

Kritik klasik yang selalu disampaikan KontraS setiap peringatan Hari Anti Penyiksaan
Internasional adalah ketiadaan medium akuntabilitas untuk memberikan hukuman setimpal
kepada para pelaku kejahatan penyiksaan di Indonesia. Alasan yang selalu digunakan setiap
kritik ini dilayangkan adalah bahwa pemerintah harus menunggu momen yang tepat untuk
melakukan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal upaya untuk
mendorong langkah amandemen tersebut telah dilakukan lebih dari 20 tahun silam, namun
tidak ada kemauan politik negara untuk memprioritaskan agenda penegakan hukum ini,
akan selalu menjadi batu pengganjal advokasi HAM dalam melawan impunitas dan
kejahatan penyiksaan di Indonesia.' llustrasi tersebut akan mudah ditemukan di dalam
catatan-catatan advokasi KontraS di bawah ini, seperti salah satunya praktik eksekusi mati
yang fenomenal yang terjadi di awal tahun 2015 terhadap 14 terpidana mati tetap didorong
oleh negara untuk membenarkan praktik penegakan hukum berbasis data dan statistika
yang tidak didukung metodologi yang transparan.

Rancangan Undang-Undang Revisi atau Perubahan KUHP dan Kitab Hukum Acara Pidana
(KUHAP) telah masuk di dalam Program Legislasi Nasional 2015, namun belum ada
pembahasan konkret untuk menjamin adanya kriminalisasi bagi para pelaku kejahatan
penyiksaan. Lambannya respons pemerintah untuk menyegerakan proses revisi KUHP dan
KUHAP akan berdampak pada ketidakmampuan negara untuk memberikan kepastian
hukum pada model pelanggengan kejahatan penyiksaan. Harmonisasi KUHP dan KUHAP
memang telah masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) pada periode 2015-2019 dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi
pembangunan bidang hukum dan HAM. Peluang ini harus bisa didorong untuk
memperbaharui tata kelola mekanisme hukum di Indonesia."”

Di lain itu, diperlukan insiatif dan strategi baru dalam mempercepat proses operasionalisasi
dari ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang tidak hanya mengatur
tentang terminologi penyiksaan dan model akuntabilitas yang bisa ditempuh bagi para
pelaku kejahatan penyiksaan, namun juga operasionalisasi tersebut akan memberikan
tinjauan hukum dalam langkah-langkah pencegahan yang bisa ditempuh oleh negara untuk
mendorong institusi-institusi penegakan hukum bergerak menjauhi praktik penyiksaan,™
batasan dalam beberapa hal seperti perihal ilegalitas barang bukti yang ditempuh melalui
pendekatan penyiksaan, kesaksian atau pengakuan yang didapat melalui pendekatan
penyiksaan, hingga ketiadaan pemulihan hak-hak korban yang komprehensif bisa menjamin

16 Dalih utama yang kerap dipakai oleh Pemerintah Indonesia dibanyak forum internasional adalah tersedianya mekanisme
penghukuman atas tindak pidana penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP). Namun demikian rujukan tersebut tidak sesuai dengan
instrument-instrumen HAM internasional yang juga telah disepakati oleh Komite CAT dalam memberikan rujukan hukum
kriminalisasi kejahatan penyiksaan. Satu-satunya mekanisme yang komplet terkait dengan kejahatan penyiksaan terdapat pada
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 9(f). Akan tetapi, ketentuan itu hanya berlaku pada kejahatan penyiksaan
yang terjadi secara 'sistematik atau meluas’ yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut lihat:
Concluding observations of the Committee against Torture, Indonesia, 2 Juli 2008, UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, Para. 13.

"7 Diketahui bahwa draf dari RUU Perubahan KUHP dari pemerintah masih berada di kantor Sekretariat Negara (Setneg)
sehingga DPR masih belum bisa memaksimalkan pembahasan RUU Perubahan KUHP yang sudah menjadi prioritas Prolegnas
2015. Lihat: CNN Indonesia. 2015. DPR masih tunggu draf RUU KUHP dari pemerintah. Artikel bisa diakses di:
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150604162400-12-57736/dpr-masih-tunggu-draf-ruu-kuhp-dari-pemerintah/.
Diakses pada 22 Juni 2015.

'8 Termasuk di dalam hal ini adalah upaya untuk mendorong lembaga-lembaga pengawas independen, seperti Komnas HAM,
Komnas Perempuan, Kompolnas dan lain sebagainya melakukan kunjungan rutin ke pusat-pusat tahanan dan pusat-pusat
interogasi tempat di mana praktik kejahatan penyiksaan kerap terjadi.
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dalam tata sistem hukum di Indonesia.”” Sebagai sebuah perbandingan di kawasan Asia
Tenggara, Filipina adalah salah satu negara paling maju yang telah menyediakan
mekanisme akuntabilitas anti penyiksaan melalui Anti Torture Act of 2009 (Republic Act No.
9745, 10 November 2009) sebagai norma hukum yang digunakan untuk
mengimplementasikan instrumen HAM internasional yang diatur di dalam Konvensi Anti
Penyiksaan. ?° Namun sayangnya hambatan prioritas untuk menghadirkan RUU Anti
Penyiksaan sebagai sebuah produk hukum efektif tidak banyak didukung oleh pemerintah,
mengingat RUU ini juga tidak menjadi prioritas Prolegnas 2015 maupun RPJMN periode
2015-2019.%

Selain itu, dari sisi akselerasi norma hukum nasional dengan instrumen hukum HAM
internasional, Pemerintah Indonesia masih belum memprioritaskan ratifikasi dari Protokol
Opsional Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua
Orang dari Penghilangan Paksa.?” Agenda ratifikasi ini telah berulang kali masuk di dalam
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada periode 2011-2014 dengan
target ratifikasi pada tahun 2013. Idealnya proses ratifikasi ini tidak boleh diundur
mengingat Indonesia adalah salah satu dari anggota Dewan HAM PBB -hingga periode
2017- dan secara moral akan banyak terikat untuk memberikan cerminan kemajuan HAM
tidak hanya untuk membangun reputasi internasional namun juga segaris lurus dengan
pencapaian akuntabilitas hukum di level nasional.

" Dari produk perundang-undangan yang tersedia, diketahui bahwa untuk mendapatkan bantuan perlindungan dan
pemulihan, maka korban harus membuat pelaporan ke unit-unit kepolisian dan LPSK agar model bantuan perlindungan dapat
dilakukan secara resmi. Dalam pandangan KontraS, kebanyakan dari para korban mengalami peristiwa penyiksaan yang
dilakukan oleh aparat kepolisian, bagaimana mungkin korban membuat pelaporan kepada mereka yang diduga kuat menjadi
pelaku, selain hanya menambah trauma dan keengganan dari para korban untuk membuat laporan, sehingga mempersempit
ruang perlindungan dan pemulihan yang seharusnya mereka dapatkan.

% Konsiderasi menarik dari produk hukum di Filipina adalah mereka tidak hanya mengadopsi definisi penyiksaan yang selaras
dengan Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 1), namun juga dalam produk hukum ini juga merinci berbagai pelarangan berbagai
bentuk atau metode penyiksaan. Terkait dengan gradasi hukuman sesuai dengan kejahatan penyiksaan yang telah dilakukan,
adanya jaminan hukum penyelidikan yang imparsial dan cepat (termasuk di luar institusi pelaku), hingga ketersediaan ruang
rehabilitasi dan pemulihan atas hak-hak korban.

! Meskipun tidak menjadi prioritas di dalam Prolegnas 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tengah mengejar
untuk memasukkan RUU Tindak Pidana Penyiksaan untuk masuk dalam prioritas jangka menengah tahun 2016.

22 Khusus untuk ratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa adalah penting,
karena di dalam konvensi ini menjelaskan keterkaitan antara praktik penyiksaan yang tidak hanya dialami oleh si subyek
penghilangan paksa, namun juga bagi para keluarga. Hal ini bisa dijelaskan jika kita melihat Pasal 2 dari Konvensi Anti
Penghilangan Paksa dan Pasal 1 dari Konvensi Anti Penyiksaan yang memiliki tafsir yang terhubung erat. Selain itu, penguatan
inter-relasi antara Konvensi Anti Penghilangan Paksa dengan Konvensi Anti Penyiksaan didukung oleh beberapa kajian utama
yang dikeluarkan oleh the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (1980), The Inter-
American Court of Human Rights (1988), The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power (1985), The United Nations Human Rights Committee (untuk studi kasus Celis Laureano v. Peru, Tshishimbi v. Zaire,
Megreisi V. Libya, Mojica v. Dominican Republic). Ringkasan analisa ini bisa dilihat di: Fiacat. 2013. Link between torture and
enforced disappearances. Artikel dapat diakses di: http://www.fiacat.org/links-between-torture-and-enforced-disappearances.
Diakses pada 20 Juni 2015. Sebagai tambahan informasi, Konvensi ini telah diadopsi oleh Resolusi melalui Resolusi Majelis
Umum PBB (A/RES/61/177) pada 20 Desember 2006 dan mulai berlaku pada 23 Desember 2010, setelah 20 negara
meratifikasinya. Hingga kini (April 2012), Konvensi ini telah memiliki 32 Negara Pihak dan 91 negara penandatangan.
Indonesia melalui pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Rl Marty Natalegawa di hadapan forum High Level
Segment pada Sesi ke-19 Dewan HAM PBB pada tanggal 28 Februari 2012 di Jenewa Switzerland menyatakan bahwa ada
komitmen kuat dari Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa kepada Dewan HAM PBB. Langkah
lanjutan ini penting untuk dilihat dalam masa administrasi pemerintahan Joko Widodo, mengingat sudah terdapat sejarah
panjang ratifikasi Konvensi yang dirintis sejak zaman Hamid Awaluddin memimpin Kementerian Hukum dan HAM dan
menyampaikan pidatonya pada High Level Segment Sesi Ke-4 Dewan HAM PBB pada 12 Maret 2007. Lihat: the Jakarta Pot.
2010. Ratifying convention of the disappearances. Artikel dapat diakses di:
http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/11/ratifying-convention-disappearances.html. Diakses pada 21 Juni 2015.
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[1.2 Praktik-Praktik Aktual Penyiksaan di Indonesia

Selain kendala ketiadaan rujukan mekanisme akuntabilitas atas kejahatan penyiksaan, setiap
tahunnya, KontraS akan mengeluarkan data dan analisa terkait dengan tren kejahatan
penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya sebagai bagian dari mekanisme
kontrol dan akuntabilitas dari aktor-aktor keamanan di Indonesia. Sepanjang Juli 2014-Juni
2015, KontraS telah menerima laporan pengaduan langsung dari korban dan pihak
keluarga sebanyak 15 kasus terkait tindak penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang
dilakukan oleh aparat negara, seperti institusi Polri dan TNI. Kelima belas kasus ini
kemudian dikawal oleh 2 divisi khusus, yakni Divisi Pemantauan Hak-Hak Sipil dan Politik
dan Divisi Pemantauan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial KontraS. Selain itu, KontraS juga
melakukan pemantauan media atas informasi-informasi yang berkembang terkait dengan
masih diterapkannya praktik penyiksaan di Indonesia. Tercatat 84 kasus penyiksaan
sepanjang periode Juli 2014 hingga Mei 2015. Meski secara angka terdapat penurunan dari
laporan anti penyiksaan sedunia 2014, namun kita juga harus melihat faktor-faktor eksternal
yang menyebabkan adanya penurunan angka tersebut.”

Selama rentang waktu satu tahun tersebut, KontraS melihat bahwa praktik-praktik
penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut seharusnya tidak hanya
mengakibatkan tidak sahnya alat bukti pengakuan tersangka karena diperoleh dibawah
tekanan, tetapi lebih jauh berdampak pada kualitas dari proses hukum itu sendiri yang
menjadi buruk. Sebagai contoh, dalam perkara pidana dengan vonis hukuman mati, aparat
penegak hukum menggunakan prosedur hukum yang memihak (unfair trial) sehingga vonis
yang dijatuhkan berakibat fatal.

11.2.1 Penyiksaan dan Keberlanjutan Praktik Hukuman Mati?

Salah satu isu HAM krusial yang beririsan dengan kejahatan penyiksaan di Indonesia adalah
masih diterapkannya praktik hukuman mati. KontraS sebagai organisasi HAM yang
mendukung penuh langkah abolisi hukuman mati dari tata sistem hukum nasional.
Indonesia yang telah menerapkan praktik de facto moratorium terhitung sejak tahun 2008
hingga 2012 merupakan sebuah modalitas positif yang pernah diraih oleh Pemerintah
Indonesia. Namun semenjak eksekusi ditahun 2013 kepada 5 orang terpidana mati di masa
Susilo Bambang Yudhoyono dan hadirnya angka fantastis eksekusi yang terjadi di semester
pertama periode kepemimpinan Joko Widodo di mana 14 orang telah dieksekusi, dengan
komposisi: 6 eksekusi dilakukan di bulan Januari 2015 dan 8 eksekusi dilakukan di bulan
April 2015. Komposisi

Terdapat penurunan drastis terhadap apresiasi dan jaminan perlindungan hak atas hidup
dengan menggunakan dalih bahwa hukuman mati mutlak diterapkan sebagai jawaban krisis
peredaran obat-obatan di level nasional. KontraS sejak Februari 2015 telah melakukan
pemantauan dan pendampingan hukum untuk terpidana mati atas kasus kepemilikan heroin
asal Brasil, Rodrigo Gularte (42 tahun). Kasus ini sangat menarik perhatian KontraS
mengingat proses hukum terhadap Rodrigo telah melanggar berbagai prosedur hukum,

% Analisa lebih lanjut akan diberikan pada bagian selanjutnya.
 QOlahan hasil kerja advokasi dan pemantauan Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik Kontra$ (2014-2015).
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mulai dari tidak diberikannya penerjemah bahasa tersumpah® sesuai bahasa nasional yang
ia pahami. Keterlambatan menginformasikan pihak Kedutaan Besar Brasil di Indonesia
hingga tidak dipertimbangkannya kondisi kejiwaan Gularte yang telah mengalami
gangguan kejiwaan sejak tahun 1982 oleh Kejaksaan Agung yang bersikukuh untuk
memasukkan nama Rodrigo Gularte dalam daftar eksekusi terpidana mati gelombang Il
yang akan dieksekusi pasca eksekusi pertama dibulan Januari 2015.

Pada 23 April 2015, KontraS bersama tim kuasa hukum Rodrigo lainnya® telah mengajukan
Permohonan Pengampuan atas Angelita Aparecida Muxfeldt yang merupakan saudara
semenda Rodrigo Gularte untuk menjadi pengampu bagi Rodrigo yang mengalami
gangguan kesehatan jiwa dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cilacap
untuk memindahkan Gularte yang saat itu menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas Il A Pasir Putih, Nusa Kambangan Provinsi Jawa Tengah ke Rumah Sakit Jiwa Dr.
Amino Gondohutomo di Semarang untuk perawatan kesehatan jiwa yang memadai. Upaya
hukum lain yang ditempuh adalah pada 27 April 2015 tim kuasa hukum telah mendaftarkan
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya melalui PN Tangerang dan
keesokan harinya mendaftarkan gugatan SK Penolakan Grasi atas nama Rodrigo Gularte ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun upaya hukum tersebut terputus di
tengah jalan karena Kejaksaan Agung tetap melakukan eksekusi mati terhadap Rodrigo
Gularte dan Terpidana mati Gelombang Il lainnya pada Rabu dini hari, 29 April 2015.

Eksekusi mati terhadap Rodrigo yang divonis menderita Skizofrenia Paranoid dan DD:
Gangguan Bipolar dengan ciri psikotik tentunya telah melanggar Pasal 44 Ayat (1) KUHP
yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat
dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Tidak hanya itu,
Pemerintah Indonesia juga telah mengabaikan proses hukum yang tengah berlangsung
mengingat pada tanggal 28 April 2015, PN Cilacap telah mengeluarkan notifikasi bahwa
sidang pengampuan terhadap Rodrigo Gularte akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2015.
Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM
karena telah memberlakukan tindakan kejam (il/ treatment) terhadap penderita gangguan
kesehatan jiwa.

Di dalam banyak instrumen hukum HAM internasional, terdapat larangan serius untuk mengeksekusi
individu yang memiliki gangguan kejiwaan.?”” Selain itu UN Special Rapporteur for Extrajudicial,
Summary and Arbitrary Executions juga telah melakukan kajian mendalam terhadap hubungan antara
eksekusi hukuman mati dan gangguan kejiwaan, di mana secara khusus UN Special Rapporteur
menolak keras digunakannya semua proses keterangan dan pengakuan dari para terpidana yang
mengalami gangguan kejiwaan untuk digunakan dalam memberikan vonis hukuman mati, termasuk
eksekusi di dalamnya.?®

% Selama proses hukum, Rodrigo Gularte diberikan penterjemah bahasa Inggris, meski Gularte lebih memahami bahasa
Portugis yang merupakan bahasa resmi Negara Brasil dan Spanyol.

% Permohonan Pengampuan atas Angelita Aparecida Muxfeldt yang merupakan saudara semenda Rodrigo Gularte untuk
menjadi pengampu bagi Rodrigo telah didaftarkan pada tanggal 23 April 2015 oleh Tim Advokasi Peduli Orang dengan
Gangguan Kejiwaan (TAP-ODGJ) yang terdiri dari LBH Masyarakat, KontraS, LAPDI dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS).

7 Lihat: The United Nations. 1984. Safeguards guaranteeing protection of the rights of those

facing the death penalty. Dokumen dapat diakses di: http://www.unrol.org/files/SAFEGU~1.PDF. Diakses pada 20 Juni 2015.
% |ihat: U.N. Commission on Human Rights. 1998. Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report by the Special
Rapporteur. E/CN.4/1998/68/Add.3, para. 145. Dokumen dapat diakses di: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/102/37/PDF/G9810237.pdf?OpenElement. Diakses pada 20 Juni 2015.
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Terpidana mati gelombang Il lainnya, Zainal Abidin juga mengalami praktik penyiksaan dan
tindakan tidak manusiawi lainnya serta minimnya akses keadilan yang tersedia bagi Abidin.
Diketahui bahwa Proses menunggu respons Peninjauan Kembali (PK) yang berjalan lama
hingga 1 dekade (2005-2015) diketahui juga melibatkan unsur keteledoran pihak yudisial,
dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang yang tidak menindaklanjuti berkas PK tahap
pertama. Ketika diketahui bahwa berkas terselip penolakan dilakukan beberapa hari setelah
dokumen ditemukan.”’

Komentar Umum yang dikeluarkan oleh Komite Anti Penyiksaan (CAT) ditahun 2008 menegaskan
terdapat hak-hak dari para tahanan untuk mendapatkan mendapatkan jaminan atas hak-hak mereka,
termasuk hak untuk mendapatkan akses bantuan hukum, medis, mengubungi keluarga secara cuma-
cuma; termasuk hak dari para tahanan untuk tidak disiksa dan mendapatkan perlakuan buruk dari
sistem peradilan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan akses dalam menantang keabsahan
penahanan. (lih: CAT/C/GC/2, Para. 13).*°

Praktik penyiksaan dan rekayasa kasus juga telah mengakibatkan dua warga asal Nias,
Sumatera Utara divonis hukuman mati tanpa melalui prosedur yang tidak memihak.
Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia, dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim PN
Gunungsitoli terkait dengan peristiwa pembunuhan berencana terhadap 3 orang pembeli
tokek asal Sumatera Utara pada tahun 2013. Keduanya diduga hanya sebagai seorang saksi
yang melihat peristiva tersebut, namun para penyidik Kepolisian Resor (Polres)
Gunungsitoli menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka. Banyaknya
kejanggalan-kejanggalan dalam penyidikan terlihat jelas ketika tidak tidak ada satupun saksi
yang mengetahui peristiva pembunuhan tersebut, mengingat peristiwa tersebut hanya
didasarkan dari keterangan Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia yang berada di bawah
tekanan pihak penyidik.

% Lihat: KontraS. 2015. Fakta dan kejanggalan-kejanggalan kasus pada gelombang Il eksekusi mati 29 April 2015. Siaran pers
KontraS dapat diakses di: http://kontras.org/index.php ?hal=siaran_pers&id=2040. Diakses pada 19 Juni 2015.

¥ Lihat: Committee Against Torture. 2008. General comment No. 2 on implementation of Article 2 by State Party. Artikel
dapat diakses di:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f2&Lang=en. Diakses
pada 20 Juni 2015.
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Foto Yusman Telaumbanua
Sumber: Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik KontraS

Selain itu, tidak adanya pendampingan hukum serta penerjemah bahasa menunjukkan
bahwa proses hukum dalam pengungkapan peristiwa pembunuhan penuh dengan rekayasa,
apalagi menurut pengakuan kedua korban, selama ditahan mereka telah mendapatkan
penyiksaan untuk mengakui tindak pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada
keduanya. Adanya penyiksaan tersebut terlihat jelas dari bekas-bekas luka dan pengakuan
Rasula Hia dan Yusman Telaumbanua yang dipaksa untuk mengakui peristiwa yang
disangkakan terhadap keduanya sehingga berujung pada vonis mati yang dijatuhkan oleh
PN Gunungsitoli, Nias.*'

Pada laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Anti Penyiksaan, Juan E.
Mendez yang menegaskan bahwa anak-anak yang menderita penyiksaan dan tindakan tidak
manusiawi lainnya akan memiliki model penerimaan yang berbeda dengan orang dewasa, baik
secara fisik maupun mental. Kerusakan yang ditimbulkan dari praktik penyiksaan dan tindakan tidak

# Lihat: KontraS. 2015. Rekayasa Kasus Yang Berujung Pada Vonis Hukuman Mati Terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula
Hia. Siaran pers dapat diakses di: http://kontras.org/index.php ?hal=siaran_pers&id=2013 dan Update Temuan Terkait Dugaan
Rekayasa Kasus Yang Berujung Vonis Mati Terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia. Siaran pers dapat diakses di:
http://kontras.org/index.php ?hal=siaran_pers&id=2020. Diakses pada 22 Juni 2015.
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manusiawi lainnya akan memiliki dampak yang luar biasa jika dibandingkan dengan model
penerimaan penyiksaan atas orang dewasa (lih: A/HRC/28/68, Para. 33).%

Pelapor Khusus PBB juga menekan bahwa hukuman mati yang dilarang dibanyak instrumen hukum
HAM internasional dalam konteks pemberian vonis kepada anak-anak tanpa ada kemungkinan untuk
mendapatkan keringanan hukum telah ditentang secara luas di dalam banyak instrumen hukum
(HAM) internasional, termasuk di dalamnya Pasal 37(a) dari Konvensi Hak Anak. Komite dari Hak atas
Anak di dalam Komentar Umum No. 10 (CRC/C/GC/10) dan Komite HAM PBB di dalam Komentar
Umum No. 21 menjelaskan bahwa hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk
mendapatkan keringanan juga bukanlah model hukuman yang tepat yang diberikan kepada para
pelaku kejahatan di bawah umur (juvenile offender) (lih: Ibid, Para. 37).

Eksekusi mati dengan berbagai metode termasuk menggunakan regu juru tembak dan
berbagai metode lainnya secara eksplisit telah melanggar aturan yang melarang praktik
penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, di mana diatur di dalam banyak
instrumen hukum HAM internasional dan bahkan ketentuan mekanisme yudisial nasional,
termasuk di dalam negara-negara yang masih mempertahankan praktik hukuman mati
namun berusaha untuk mempertahankan standar moratorium.* Pada kasus Zainal Abidin,
KontraS memandang bahwa telah terpenuhinya unsur death-row phenomenon, di mana
unsur fenomena di sini akan merujuk kombinasi dari banyak situasi yang melibatkan situasi
penderitaan mental dan fisik dari setiap terpidana hukuman mati, termasuk proses yang
lama untuk menanti kepastian hukum atas kasus yang dijalani oleh terpidana; kemudian
bisa ditafsirkan masuk dalam argumentasi kontemporer bagaimana praktik penyiksaan dan
tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya juga dialami oleh terpidana hukuman mati.**

Mengembalikan kembali kebijakan pro hukuman mati akan memberikan dampak sentimen
negatif pada upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan maksimal kepada kelompok
buruh migran yang kerap mendapatkan diskriminasi hukum di tempat negara yang mereka
datangi, hingga praktik eksekusi hukuman mati sebagaimana yang terjadi baru-baru saja
pada kasus Siti Zaenab di Saudi Arabia. Memperkuat diplomasi pro HAM akan memberikan
insentif positif kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini untuk mendorong upaya
moratorium hukuman mati sebelum menuju abolisi dan dukungan peningkatan kapasitas
aktor penegak hukum dalam menyelaraskan operasionalisasi kebijakan hukum yang pro
HAM.

# Lihat: Juan Ernesto Mendez. 2015. Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment of punishment. A/HRC/28/68. Dokumen dapat diakses di:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTorturelndex.aspx. Diakses pada 22 Juni 2015.

# Lihat: Juan. E. Mendez. The death penalty and absolute prohibition of torture and cruel, inhuman, and degrading treatment
of punishment. Artikel dapat diakses di: https://www.wcl.american.edu/hrbrief/20/Tmendez.pdf. Lihat juga: OHCHR. 2012.
Death penalty increasingly viewed as torture, UN special rapporteur says. Artikel dapat diakses di:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12685&LangID=E. Artikel diakses pada 19 Juni
2015.

¥ Death-row phenomenon adalah sebuah rangkaian metode dan situasi yang diterapkan kepada setiap terpidana hukuman
mati mulai dari kondisi yang harus mereka jalani pada proses hukum hingga menyentuh tahapan eksekusi mati. Kajian tentang
death row phenomenon banyak digali oleh pakar hukum HAM internasional, salah satunya adalah Pelapor Khusus PBB untuk
Anti Penyiksaan Juan Mendez dalam menunjukkan keterkaitan antara praktik hukuman mati dan situasi kejahatan penyiksaan
dan tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya dalam bingkai yang lebih kontemporer. Lebih lanjut lihat:
https://www.wcl.american.edu/hrbrief/20/Tmendez.pdf. Hal. 3. Diakses pada 20 Juni 2015.
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[1.2.2 Penyiksaan yang Mengakibatkan Luka Berat®

Penyiksaan sebagai metode yang sering digunakan oleh aparat tidak jarang menimbulkan
rasa sakit yang luar biasa, bahkan mengakibatkan korban mengalami luka berat dan
permanen. Sebut saja misalnya Kuswanto, warga Kudus Jawa Tengah yang menjadi korban
penyiksaan dan salah tangkap oleh anggota Polsek Kudus akibat tuduhan terlibat dalam
kasus perampokan PT. Walls. Dalam proses penangkapan, Kuswanto dan ketiga orang
temannya mengalami praktik-praktik penyiksaan agar mengakui peristiwa pencurian
tersebut. Para penyidik tidak langsung membawa korban ke Polres Kudus, melainkan
dibawa dengan menggunakan kendaraan ke Lapangan Uji Praktik SIM Polres Kudus, yang
terletak di Jalan Lingkar Universitas Muria Kudus. Di tempat itu, Kuswanto kembali dipaksa
untuk mengakui keterlibatannya dalam perampokan namun karena Kuswanto bersikukuh
tidak mengetahui peristiwa tersebut, akhirnya dengan kondisi tangan terborgol, kaki korban
diikat dan mata ditutup dengan lakban Kuswanto dibakar oleh anggota Polresta Kudus
sehingga menyebabkan korban mengalami luka bakar pada bagian wajah, leher, dada
sebelah kanan dan perut. Tidak berhenti sampai disitu, pasca melakukan pembakaran,
Kuswanto kemudian dibawa ke Polres Kudus, dimana pihak penyidik kembali melakukan
penyiksaan dengan cara menyiramkan cairan ke tubuh korban, yang meyebabkan korban
tidak sadarkan diri dan semakin kritis sehingga korban kemudian dilarikan ke RS Umum
Kudus pada pukul 02.30 dini hari dan dirawat selama kurang lebih 2 minggu.

Foto Kuswanto
Sumber: Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik KontraS

Berbagai upaya hukum telah dilakukan, mulai dengan melaporkan para pelaku penyiksaan
secara pidana maupun kode etik ke Mabes Polri hingga Polda Jawa Tengah. Bersama
Kuswanto, KontraS juga telah melaporkan kasus ini ke Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan

* Olahan hasil kerja advokasi dan pemantauan Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik Kontra$ (2014-2015).
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Korban (LPSK). Bahkan LPSK memberikan perlindungan dan bantuan hak prosedural selama
proses hukum berlangsung. Pada 12 Desember 2014, KontraS mendampingi dalam
pemeriksaan terhadap kasus penyiksaan Kuswanto di Polda Jawa Tengah dengan tersangka
LR yang merupakan anggota Polres Kudus. Kasus penyiksaan ini telah disidangkan di PN
Kudus namun sayangnya, tersangka hanya divonis selama 6 bulan oleh PN Kudus, Jawa
Tengah. Saat ini Jaksa tengah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi
Kudus atas vonis yang rendah tersebut.

Penyiksaan juga terjadi pada kasus Alvares dan Yali Wenda yang merupakan mahasiswa
Universitas Cendrawasih, dimana kedua korban mengalami praktik penyiksaan, setelah
sebelumnya akan melakukan negosiasi, namun belum sempat melakukan negosiasi, aparat
kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Alfares Kapisa dan Yali Wenda
dengan cara menjambak rambut korban dan langsung menyeret kedua orang korban
masuk ke dalam truk milik anggota kepolisian. Selama berada di dalam truk kedua korban
mengalami praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota
Kepolisian seperti dipukul dengan menggunakan tangan, rotan dan popor senjata pada
bagian seluruh tubuh, ditendang, disetrum pada tubuh bagian belakang, diitimidasi
dengan kata-kata kasar -anjing, mahasiswa bodoh, kamu tidak akan pernah merdeka,
keturunan monyet, tidak bertuhan-, tindakan-tindakan tersebut dilakukan selama kurang
lebih satu setengah jam setelah itu korban dibawa ke Polres Jayapura. Setelah kurang lebih
satu setengah jam berada didalam truk, kedua korban dibawa ke Polres Jayapura, dan
sempat ditahan selama 1 hari dan sempat di BAP serta menandatangani surat perjanjian
untuk tidak melakukan aksi-aksi lagi. Pada saat di Polres kedua korban juga sempat
mendapatkan pengobatan seadanya seperti menjahit beberapa luka di kepala tanpa
adanya penanganan dari tim medis.

Foto Alvares
Sumber: Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik KontraS
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Foto Yali Wenda
Sumber: Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik KontraS

Penyiksaan lainnya terjadi di Medan yang dialami oleh Rudi Sitorus (29 tahun) yang dituduh
telah  menggelapkan sepeda motor milik temannya, yang kemudian dilaporkan ke
Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Sunggal Provinsi Sumatra Utara. Terkait dengan laporan
tersebut, korban kemudian ditangkap dari kediamannya oleh anggota penyidik. Selang 2
hari pasca dilakukan penagkapan, pihak keluarga mendapati informasi bahwa korban dalam
kondisi kritis di RS Bhayangkara dengan kondisi pendarahan pada bagian kepala, luka
tembak pada bagian kaki. Terkait dengan peristiwa tersebut, keluarga korban kemudian
melaporkan peristiwa tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dari Kepolisian
Daerah (Polda) Sumut pada tanggal 10 September 2014, namun kasus tersebut belum ada
tindaklanjutnya terkait dengan dugaan praktik penyiksaan yang dialami oleh korban pasca
peristiwa penangkapan.

Komentar Umum Komite Anti Penyiksaan (CAT) menegaskan bahwa akses pemulihan yudisial harus
tersedia kepada seluruh korban penyiksaan yang diselaraskan dengan akses pemulihan hak-hak
korban lainnya. Akses ini juga harus bisa memberikan ruang partisipasi kepada para korban. Setiap
negara pihak harus bisa menyediakan sarana bantuan hukum (access to justice) kepada para korban
dan menghadirkan mekanisme pengaduan yang transparan. Negara pihak juga harus menyediakan
bukti-bukti yang mendukung adanya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya
berdasarkan permintaan dari para korban, baik juga melalui kuasa hukum mereka, ataupun majelis
hakim. Kegagalan negara pihak untuk tidak bisa menyediakan bukti-bukti dan informasi, seperti
rekaman dan catatan kesehatan setelah kejahatan penyiksaan terjadi akan menyebabkan
terhambatnya proses pengaduan dan upaya para korban untuk mencari pemulihan yang cepat —
termasuk mendorong negara untuk menyegerakan proses rehabilitasi dan kompensasi. (lih: General
Comment CAT No. 3: CAT/C/GC/3 - 2012, Para. 30). Selain itu Komite juga menekankan bahwa
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upaya pemulihan baik yang meliputi pendekatan yudisial dan non yudisial harus menjamin adanya
proses pemulihan efektif yang meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan
ketidakberulangan dan merujuk pada proses pemulihan hak-hak korban yang diatur di dalam
Konvensi (lih: General Comment CAT No. 3: CAT/C/GC/3 - 2012, Para. 2).%¢

[1.2.3 Penyiksaan Mengakibatkan Kematian®’

Praktik-praktik penyiksaan yang berakibat fatal terhadap nyawa orang juga dialami oleh
salah satu tersangka kasus kekerasan seksual anak di bawah umur di lingkungan sekolah
Jakarta International School (JIS). Tersangka bernama AZ yang berprofesi sebagai janitor di
sekolah tersebut tewas di toilet tahanan di Polda Metro Jaya. Menurut keterangan Polda
Metro Jaya, tersangka tewas karena bunuh diri namun berdasarkan keterangan saksi-saksi
yang juga tersangka dalam kasus yang sama, sebelum tewas korban dipukuli dan dipaksa
untuk mengakui perbuatannya.®®

Penyiksaan yang mengakibatkan kematian juga dialami oleh Ramadhan Suhuddin (16 tahun)
oleh anggota Opsonal Jatanras Polres Samarinda. Ramadhan yang masih berusia di bawah
umur tersebut dituduh terlibat pencurian kendaraan bermotor dan kemudian disiksa secara
bersama-sama oleh 9 orang anggota Polres Samarinda di ruang Opsonal Mapolresta
Samarinda hingga Ramadhan muntah-muntah lalu tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal
dunia.

Meski kemudian proses hukum terkait pengungkapan meninggalnya korban Rahmadan
Suhuddin telah dilakukan pada tahun 2013, namun hanya 1 orang Anggota Polres
Samarinda yang dikenakan pidana selama 7 tahun. Kini pelaku masih menjalani
hukumannya di Lapas Kelas | Samarinda. Sementara itu, 8 orang lainnya diproses secara
kode etik. Padahal dalam Putusan PN Samarinda dan Putusan Kasasi terkait dengan perkara
korban, secara jelas diterangkan bahwa penyebab tewasnya korban adalah akibat tindak
penyiksaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota Opsonal Jatanras
Polresta Samarinda. Selanjutnya pada 12 Mei 2015, KontraS bersama keluarga korban telah
membuat laporan pidana baru dengan terlapor 8 anggota Polres Samarinda yang belum
diproses hukum. KontraS juga sudah bertemu para saksi kunci untuk mempersiapkan
mereka kembali di proses penyidikan.

Selain itu, lima warga dari Lampung Timur yaitu Abdul Wahab, Ali Husin, Ali Iro, Ahmad
Safei, dan lbrahim juga tewas oleh Polsek Serpong di Tangerang, Banten pada 8 Februari
2015. Mereka diduga menjadi korban penyiksaan dari operasi polisi untuk pengusutan
kasus maraknya praktik pembegalan di jalan raya. Sebelumnya pada 1 Februari 2015,
kelima orang tersebut dan 14 orang lainnya ditangkap oleh Polsek Serpong di lokasi

% Lihat: Committee Against Torture. General comment no. 3 (2012), implementation of article 14 by state parties. Dokumen
dapat diakses di:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en. Diakses
pada 19 Juni 2015.

¥ Olahan hasil kerja advokasi dan pemantauan Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik Kontra$ (2014-2015).

% Pada konteks kematian AZ, KontraS melihat tindakan penyiksaan yang dialami oleh korban telah dilakukan secara konstan.
Dugaan bahwa korban melakukan bunuh diri juga masih tanda tanya, ketika ditemukan bukti luka memar di sekitar mulut dan
mata korban. Pertanyaannya kemudian adalah apakah korban benar melakukan gantung diri, ataukah gantung diri tersebut
adalah rekayasa yang dilakukan oleh oknum penyidik? Tindakan bunuh diri yang diambil korban. Diketahui bahwa selama
pemeriksaan, korban mendapatkan penyiksaan berat
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kontrakan mereka di Tangerang dan Bogor. Setelah 4 hari disekap dan mengalami
penyiksaan, sebanyak 14 orang dilepas oleh Polsek Serpong sementara 5 orang lainnya
tetap ditahan. Pada 8 Februari 2015, keluarga korban mendapat SMS dari orang tak dikenal
yang menginformasikan bahwa kelima orang tersebut tewas dalam baku tembak dan
jenazahnya dititipkan di RSUD Tangerang. Dari keterangan Humas Polda Metro Jaya dan
Kapolsek Serpong Tangerang, dinyatakan bahwa kelima korban tersebut tewas dalam baku
tembak dengan anggota Polsek Serpong di Pelabuhan Merak dan di sebuah rumah
kontrakan di Cikupa, Tangerang yang merupakan tempat persembunyian para korban.

Merespons hal tersebut, KontraS telah melakukan investigasi ke dua lokasi tempat
penangkapan 19 warga Lampung Timur yang ditangkap oleh anggota Polsek Serpong,
yaitu di Tangerang dan Bogor. Hasil investigasi menunjukkan bahwa telah terjadi
kejanggalan dalam kematian kelima korban sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak
Polri.®

Investigasi KontraS untuk Kasus Pembegalan

Pertama, proses penangkapan dan penahanan terhadap ke 19 orang warga Lampung Timur
dilakukan secara acak karena pihak Polsek Serpong tidak memiliki target yang jelas untuk
dipersangkakan sebagai pelaku begal dan penangkapan tersebut tidak disertai dengan adanya surat
penangkapan.

Kedua, selama proses penahanan, para korban tidak dimintakan kesaksiannya secara resmi dalam
proses penyidikan (BAP) melainkan hanya disiksa untuk mengakui sebuah kejahatan dan diminta
menandatangi surat yang tidak diketahui isinya.

Ketiga, setelah ditahan dan disiksa selama 4 hari di Pospol Melati Mas Tangerang oleh anggota
Polsek Serpong, sebanyak 14 orang dibebaskan dari dalam tahanan, sedangkan 5 orang korban
lainnya saat itu masih ditahan oleh polisi.

Keempat, lokasi baku tembak versi Polri di Cikupa Tangerang, hanya ditemukan 17 bekas peluru
yang seluruhnya mengarah ke plafon (atap) rumah sehingga fakta terjadinya baku tembak
sebagaimana yang dituduhkan oleh Polri sangat diragukan.

Kelima, rumah kontrakan tempat terjadinya baku tembak baru dikontrak selama 2 hari sebelum
terjadinya peristiwa baku tembak. Hal tersebut mematahkan keterangan Polri sebelumnya yang
menyatakan bahwa rumah kontrakan tersebut dijadikan tempat persembunyian para korban.
Keenam, salah satu korban, Ahmad Safei, tewas dalam kondisi patah tulang leher dan luka tembak
di dadanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fakta korban ditembak karena sebelumnya melakukan
perlawanan terhadap anggota Polri dengan senjata api menjadi sangat diragukan.

Sumber: Divisi Pemantauan Hak-Hak Sipil dan Politik Kontra$, 2015

¥ Lihat Siaran Pers KontraS, “Fakta-Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota
Polsek Serpong”, htto://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2070, diakses 15 Juni 2015
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Berdasarkan temuan investigasi tersebut, KontraS telah melaporkan kasus tersebut ke
Kompolnas dan melakukan pendampingan terhadap korban penyiksaan ke Polda Metro
Jaya. KontraS mendesak dilakukannya gelar perkara terhadap kasus tersebut dan untuk
menindaklanjuti temuan KontraS, dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan melakukan
pendalaman terhadap saksi-saksi yang menjadi korban penyiksaan.

Investigasi kontrakan lokasi baku tembak di Cikupa, Tangerang (28 Mei 2015)
Dokumentasi: Biro Monitoring KontraS

Bercak darah korban di lokasi penangkapan 16 orang
di Warung Mangga, Serpong, Tangerang
Dokumentasi: Biro Monitoring KontraS

23



LAPORAN KRONIK PENYIKSAAN 2014-2015: MENDELEGITIMASIKAN PRAKTIK PENYIKSAAN DI INDONESIA

Kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian juga terjadi di sel tahanan di Polsek
Sukodono Provinsi Jawa Timur. Pada 30 Oktober 2014, Imron warga Sukodono, terlibat
pekelahian di acara musik di lapangan di sana. Saat itu, anggota Polsek bernama Aman
berusaha melerai perkelahian tersebut. Saat melerai, Aman ikut terkena pukulan dari Imron.
Setelah itu, Imron dibawa ke kantor Polsek untuk dipersiksa sebagai pelaku pengeroyokan
Aman. Imron pun di-BAP dan orang tua Imron datang mengunjunginya. Imron menginap di
kantor Polsek Sukodono malam itu. Keesokan harinya, pukul 09.00 Imron ditemukan tewas
dengan beberapa luka memar di bagian perut dan bibirnya. Imron diduga tewas karena
penyiksaan dari anggota polisi. Hal itu membangkitkan amarah warga Sukodono. Warga
pun menuntut para anggota Polsek untuk diproses hukum. Selanjutnya Kapolres Sidoarjo
menonaktitkan 9 orang anggota Polsek Sukodono selama proses hukum berlangsung. Pada
akhirnya proses hukum dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti.

Dalam catatan KontraS, kantor atau pos polisi merupakan tempat yang paling sering
dijadikan lokasi penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Penyiksaan dan tindakan
tidak manusiawi yang terjadi di dalam kantor atau pos polisi biasanya terjadi pada saat
proses pemeriksaan/penyidikan terhadap korban, dalam sejumlah kasus, korban dipaksa
memberikan keterangan dan informasi, hingga dipaksa mengakui tindakan oleh anggota
Polisi.

Seperti yang terjadi pada Kasus JIS, Kasus Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia, yang
mengalami praktik-praktik penyiksaan pada saat menjalani proses pemeriksaan di kantor-
pos polisi. Dimana biasanya penyiksaan dilakukan dengan menggunakan alat setrum,
dipukul dan ditendang. Dalam kasus Alfares dan Yali Wenda tidak hanya praktik-praktik
penyiksaan, akan tetapi praktik penghinaan —pun terjadi seperti mengeluarkan kata-kata
rasial. Praktik penyiksaan di kantor kepolisian dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan
tersangka seperti dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sementara itu, aktor-aktor
yang menjadi pelaku penyiksaan masih didominasi oleh aparat kepolisian.

Komentar Umum Komite Anti Penyiksaan menegaskan bahwa upaya pemulihan baik yang meliputi
pendekatan yudisial dan non yudisial harus menjamin adanya proses pemulihan efektif yang meliputi
restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan dan merujuk pada
proses pemulihan hak-hak korban yang diatur di dalam Konvensi (lih: General Comment CAT No. 3:
CAT/C/GC/3 - 2012, Para. 2).*°

Selain itu, Komite juga menyatakan bahwa banyak dari negara pihak yang mengidentifikasi sejumlah
tindakan yang sebenarnya masuk dalam kategori penyiksaan, namun direduksi sebagai tindakan
tidak manusiawi (ill treatment) di dalam hukum pidana. Ditegaskan oleh Komite bahwa tindakan tidak
manusiawi memiliki elemen penderitaan yang berbeda dengan penyiksaan, selain itu, tindakan tidak
manusiawi juga tidak membutuhkan dasar bukti yang cukup untuk mendapatkan elemen tujuan dari
penyiksaan. Komite menekankan bahwa jika aparat penegak hukum tetap menggunakan standar
tindakan tidak manusiawi sebagai dasar tuntutan utama maka hal tersebut akan melanggar elemen-
elemen penyiksaan yang muncul dan diatur di dalam ketentuan dari Konvensi Anti Penyiksaan (Lih:
General Comment CAT No. 2: CAT/C/GC/2 - 2008, Para. 10).*'

0 |ihat: Committee Against Torture. General comment no. 3 (2012), implementation of article 14 by state parties. Dokumen
dapat diakses di:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en. Diakses
pada 19 Juni 2015.

" Lihat: Committee Against Torture. General comment no. 2 (1998), implementation of article 2 by state parties. Dokumen
dapat diakses di:
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Konsiderasi lainnya adalah kewajiban dari negara pihak untuk menyebutkan nama pelaku dan
menjelaskan tindak kejahatan penyiksaan yang terjadi dengan mengumumkan kepada publik.
Memberikan jaminan akuntabilitas terhadap model kejahatan penyiksaan ini akan memberikan: (a)
Penekanan terhadap pentingnya menghadirkan model penghukuman yang tepat yang disesuaikan
dengan jenis kejahatannya, (b) Memperkuat efek jera terhadap pelarangan terhadap penyiksaan, (c)
meningkatkan kapasitas dari aparat untuk melacak kejahatan-kejahatan spesifik dari penyiksaan dan
(d) mendorong fungsi pemantauan publik dan menantang negara untuk mengambil kebijakan yang
selaras dengan Konvensi (Ibid. Para 11).%?

11.2.4 Penyiksaan dan praktik rekayasa kasus®

Penyiksaan juga merupakan metode yang kerap digunakan oleh aparat penegak hukum
dalam melakukan rekayasa kasus. Pada elaborasi kasus Yusman Telaumbanua (hukuman
mati) dan Kuswanto (penyiksaan yang terkait dengan luka berat) juga memenuhi unsur dari
praktik rekayasa kasus. Elaborasi KontraS Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di
Jakarta International School misalnya, pihak kepolisian menetapkan 6 orang tersangka
diantaranya Agun lIskandar, Zainal Abidin, Afrisca Setyani, Virgiawan dan Azwar (satu
tersangka yang tewas di tahanan). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga
dan keterangan para tersangka, mereka mengalami penyiksaan dari penyidik dengan tujuan
agar mengakui perbuatan melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Di sisi lain, pembuktian terhadap adanya peristiwa kekerasan seksual yang diberikan oleh
pihak penyidik melalui bukti visum et repertum masih disangsikan oleh keterangan ahli,
karena hasil visum et repertum tidak menunjukkan dengan jelas adanya bentuk kekerasan
seksual sebagaimana yang dituduhkan oleh penyidik.** Kasus di atas menunjukkan bahwa
aparat penegak hukum masih menggunakan metode penyiksaan untuk mencari kebenaran
materiil ketimbang mengumpulkan alat bukti yang didapatkan secara sah dan tidak
melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian,
keterangan atau pengakuan tersangka yang didapat dari hasil penyiksaan seharusnya tidak
dijadikan alat bukti yang sah.

Komentar Umum dari Komite Anti Penyiksaan menegaskan bahwa kewajiban yang tercantum di
dalam Pasal 2 (tidak ada situasi apapun yang dibenarkan untuk melakukan praktik penyiksaan), Pasal
15 (pelarangan untuk menggunakan pengakuan yang didapatkan dari hasil penyiksaan, selain
digunakan untuk melawan pihak pelaku penyiksaan), dan Pasal 16 (pelarangan terhadap tindakan
kejam, tidak manusiawi atau model penghukuman yang merendahkan) di mana ketiga aturan ini
harus mendapatkan ukuran utama dari setiap proses penyelidikan kejahatan penyiksaan yang telah
dilakukan (lih: CAT/C/GC/2 - 2008, Para. 6).*°

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f2&Lang=en. Diakses
pada 19 Juni 2015.

2 bid.

*® Olahan hasil kerja advokasi dan pemantauan Divisi Pemenuhan Hak-Hak Sopil dan Politik (2014-2015).

* Lihat: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2014. Putusan Nomor: 840/Pid.Sus/2014/PN/Jaksel, dr.Feryal Basbeth, Sp,F. Hal,
70-76.

* Op. Cit.
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11.2.5 Penyiksaan sebagai “Upaya Balas Dendam”

Penyiksaan juga kerap terjadi sebagai upaya balas dendam sebagaimana yang terjadi di
kasus Batam. Sebelas orang warga sipil (selanjutnya disebut korban) ditutup matanya dan
dibawa dengan mobil. Sepanjang jalan, 11 orang tersebut dipukuli dan dicambuk. Setelah
itu mereka diturunkan dan dibuang di tempat terpisah dengan kondisi hanya mengenakan
pakaian dalam.* Satu orang bernama Taufik luka berat dan masih berada di rumah sakit.
satu orang lagi belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Dan satu orang lainnya
ditemukan tewas. Penculikan dan penyiksaan tersebut diduga berkaitan dengan tewasnya
Sertu Purwinanto, anggota TNI AL Batalyon 10 Marinir, karena ditusuk dengan senjata
tajam di Sagulung, Batam, pada Jumat, 13 Februari 2015.

[1.2.6 Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi lainnya di Sektor Bisnis dan
Sumber Daya Alam?’

Dari beberapa laporan pengaduan yang masuk dan investigasi yang diterima dan dilakukan
oleh Divisi Pemantauan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial KontraS, terdapat temuan menarik
yang ditemukan atas praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di sektor
bisnis dan sumber daya alam. Patut diketahui bahwa banyak terlibatnya unsur TNI, Polisi
dan aktor non negara yang mengawal obyek-obyek pembangunan yang dikelola oleh
kelompok korporasi adalah salah satu indikasi menguatnya pembenaran praktik penyiksaan
dan tindakan tidak manusiawi lainnya untuk penguatan kepentingan para elit ekonomi.
Selain itu, dari sisi watak dan kultur penegakan hukum yang masih menggunakan
pendekatan kekerasan untuk meredam ekspresi penolakan warga atas praktik
pembangunan yang semena-mena juga menjadi hal lain yang masih cenderung menguat
dan menonjol pada rentang bulan Juli 2014 hingga Juni 2015.

11.2.6.1 Kematian aktivis petani Indra Pelani, Jambi

Pada kasus kematian aktivis tani Indra Pelani pada 27 Februari 2015. Diketahui bahwa
korban banyak terlibat dalam advokasi dan pendampingan para petani Jambi melawan
praktik bisnis korporasi di bawah PT. Wirakarya Sakti yang kerap melakukan kriminalisasi,
teror dan intimidasi terhadap para warga di sekitar lokasi akibat praktik bisnis gelap
tersebut. Pasca kematian Pelani, KontraS bersama-sama dengan Wahana Lingkungan Hidup
(Walhi) dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) melakukan pendalaman kasus dan
menemukan kuatnya dugaan hadirnya praktik tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh
pihak pengelola jasa keamanan yang diketahui bernama Tim Unit Reaksi Cepat yang
dikelola di bawah kendali PT. Wirakarya Sakti.*® Korban diketahui ditemukan dalam keadaan
tidak bernyawa dengan luka memar diseluruh tubuh, tanda tusukan benda tajam dan benda
tumpul, dalam kondisi tangan dan kaki diikat, serta mulut yang disumpal baju milik korban.
Luka tusuk di sekitar leher korban juga menjadi salah satu penyebab kematiannya.
Diketahui bahwa proses hukum telah berjalan dan dilakukan oleh Polda Jambi.* Komnas

* Lihat: KontraS. 2015. Laporan investigasi Batam. Dokumen tidak dipublikasikan.

7 Olahan hasil kerja advokasi dan pemantauan Divisi Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Kontra$ (2014-2015).

*® Lihat: KontraS, Wahi, Et.al. 2015. Laporan investigasi kematian Indra Pelani. Tidak dipublikasikan.

* Dari sisi penegakan hukum, KontraS dan tim koalisi investigasi kasus Indra Pelani mengetahui bahwa Polda Jambi hanya
menetapkan 5 nama tersangka dengan tuduhan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Kelima nama tersebut berasal
dari Tim Unit Reaksi Cepat PT. Wirakarya Sakti. KontraS menduga kuat bahwa terdapat praktik rekayasa kasus atas proses
penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Jambi. KontraS juga menemukan bahwa keberadaan aktor non negara
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HAM juga telah turun ke lapangan melakukan pemantauan lebih lanjut dan beberapa saksi
mata telah mendapatkan jaminan perlindungan di bawah payung LPSK. Namun demikian,
dalam kasus ini KontraS memandang bahwa keterlibatan aktor non-negara yang diduga
kuat melakukan tindakan tidak manusiawi kepada korban Indra Pelani tidak mendapatkan
respons penegakan hukum yang cepat dari pihak kepolisian yang tidak berhasil mencari
para aktor intelektual atau bahkan bisa mengkriminalisasikan pihak korporasi yang
mendapatkan keuntungan dari praktik brutal jasa keamanan yang telah disewa (human
rights violation by ommission).

Rekonstruksi kematian Indra Pelani
Sumber: Dokumentasi Divisi Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial KontraS, 2015

11.2.6.2 Penyiksaan dan praktik perbudakan modern di Benjina, Maluku

Selain itu, dalam kasus perbudakan modern yang ditemukan pada kasus perbudakan Anak
Buah Kapal (ABK) yang terjadi di daerah Benjina, Provinsi Maluku. Kasus ini bermula dari
pengungkapan jurnalis investigasi yang dilakukan oleh kantor berita the Associated Press
(AP) pada 25 Maret 2015 dengan judul “Are slaves catching the fish you buy?’ Kasus ini
kemudian menarik perhatian publik termasuk KontraS untuk menggali lebih dalam praktik
pelanggaran HAM yang terjadi, utamanya praktik penyiksaan dan tindakan keji dan tidak
manusiawi lainnya.

Diketahui bahwa PT. Pusaka Benjina Resorce (PBR) telah melakukan operasionalisasi bisnis
cukup lama di wilayah Benjina sejak medio 1990an. Diketahui bahwa PT. PBR telah
memekerjakan setidaknya 85 ABK asing yang dipekerjakan secara ilegal. Kebanyakan dari
ABK asing ini berasal dari Thailand, Laos, Myanmar dan Kamboja. Bekerja di bawah tekanan,
kondisi lingkungan kerja yang buruk dan bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dari
hasil pemantauan KontraS bahwa terdapat praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aktor

seperti jasa keamanan yang dikelola di bawah korporasi PT. Wirakarya Sakti telah habis masa berlakunya pada 15 April 2015.
Diketahui juga pihak pengelola jasa keamanan telah menggunakan beberapa oknum dari matra Angkatan Darat untuk ambil
bagian dari jasa keamanan di bawah mandat PT. Wirakarya Sakti. Ketentuan ini menyalahi aturan dari Peraturan Kapolri
(Perkap) Nomor 24/2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan.
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non-negara dalam hal ini kapasitas PT. PBR vyang akan menerima beban
pertanggungjawaban. Adapun bentuk siksaan yang telah banyak diungkap di media massa
adalah bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit seperti pemukulan (menggunakan
ekor ikan pari), pencambukan, dengan tindakan penyeteruman yang dilakukan oleh
pengelola PT. PBR. Dari pemantauan media, KontraS juga mengetahui adanya bekas
jahitan yang rahang dari para ABK asing yang masih bisa dilihat. Penyiksaan psikologis juga
diterapkan untuk kepada seluruh ABK asing agar mereka mau mematuhi proses kerja yang
melebihi waktu tersebut.

Sumber: Dokumentasi Divisi Pemantauan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial KontraS, 2015

Terkait dengan keberadaan kasus perbudakan modern di Benjina ini, KontraS bersama
dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan advokasi bersama
dengan mengeluarkan laporan berjudul Mafia Perikanan versus HAM: Membongkar praktik
pelanggaran HAM dalam dunia maritim Indonesia (2015). KontraS dan KNTI juga
menindaklanjuti agenda advokasi dengan melakukan komunikasi intensif bersama Komnas
HAM untuk menstrategikan isu HAM di sektor bisnis dan pembangunan. Terkait dengan
capaian penegakan hukum dari kasus Benjina, terdapat upaya dan insiatif yang dilakukan
oleh beberapa instansi terkait seperti kepolisian (Badan Reserse Kriminal Mabes Polri) telah
menetapkan 7 tersangka kasus penyiksaan berdimensi perbudakan modern dan
perdagangan manusia di Benjina.* Selain itu, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku masih
melakukan pendalaman kasus terkait dengan tindak penyuapan yang dilakukan oleh PT.
PBR untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian pada pekan
kedua bulan April 2015. Izin penangkapan ikan yang diberikan kepada PT. PBR telah secara

% Dari tujuh tersangka, 4 di antaranya adalah warga negara Thailand. Pasal yang diterapkan kepada para tersangka adalah UU
No. 21/2007 atas Pasal 2 dan/atau 3 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, 2 orang pegawai PT. Benjina
diganjar Pasal 55 ayat 1 ke-1 dari KUHPidana. Polisi juga menyita 5 kapal besar terkait dugaan kasus yang dispesifikasikan
pada kasus perbudakan modern dan tempat penyekapan serta penyiksaan para ABK di kapal Benjina.
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resmi dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan adanya upaya untuk
segera mencabut izin prinsip penanaman modal perusahaan dari PT. PBR. Komnas HAM
juga telah didorong oleh KontraS dan KNTI untuk melakukan pendalaman kasus (investigasi)
atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Benjina. Saat ini Komnas HAM telah masuk
dalam proses pembuatan laporan investigasi dan akan meminta KontraS serta KNTI untuk
memberikan masukan organisasional kepada Komnas HAM pada 2 Juli 2015 mendatang.

11.2.6.3 Tindakan tidak manusiawi terhadap para petani Ramunia, Sumatera
Utara

Sengketa tanah di Desa Ramunia antara TNI Angkatan Darat — Puskopad Kartika A. Bukit
Barisan dengan warga desa di perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten
Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pecah dibulan Maret 2015. Tindak intimidasi, teror
dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dengan membuldoser lahan pertanian milik
warga, merusak sarana irigasi yang dibangun pemerintah hingga membatasi akses warga
untuk memasuki tanah garapan dengan memasang dinding setinggi 2,5 meter pada
wilayah yang diaku milik Puskopad TNI AD. Pada 31 Maret 2015, 17 orang petani
mengalami penganiayaan oleh anggota TNI saat mencoba untuk kembali melakukan
aktivitas pertanian mereka di Desa Perkebunan Ramunia. Akibtanya sejumlah petani
mengalami luka-luka akibat pemukulan dan tendangan anggota TNI. Seorang petani yang
bernama Herman juga sempat ditahan selama selama kurang lebih 5 jam di posko TNI
yang berada di dalam wilayah lahan perkebunan tersebut.
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Sumber: Dokumentasi Divisi Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial KontraS, 2015

Tindakan tidak manusiawi yang kemudian diarahkan kepada warga telah didokumentasikan
oleh KontraS di mana penangkapan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi
yang dilakukan oleh sejumlah aparat TNI di dalam markas Kodam I/Bukit Barisan Sumatera
Utara kepada 4 orang petani Ramunia yang bernama Ronggur, Sabar Manalu Rasman
Nadeak (52 tahun) dan Ellen Marbun (33 tahun) pada 7 Mei 2015. Selepas diinterogasi atas
aksi demonstrasi memrotes akuisisi lahan sepihak oleh Puskopad TNI AD Bukit Barisan.
Keempat korban ini dilepaskan dengan dibawa ke Denpom selanjutkan diantarkan ke
Polresta Medan pada pukul 20.00 WIB oleh anggota TNI dengan kondisi luka-luka penuh
lebam di seluruh wajah dan tubuh.

Terkait dengan strategi advokasi —baik yang dilakukan oleh warga Ramunia maupun yang
dilakukan bersama-sama dengan KontraS- adalah sebagai berikut:
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1. Melakukan pelaporan kepada pihak Puspom TNI-AD terkait kasus perampasan lahan
dan kekerasan yang di lakukan oleh anggota Kodam | BB, pada tanggal 29 April
2015. Pelaporan tersebut dilakukan bersama sejumlah petani Ramunia dan
pendamping lokal korban, yang diterima oleh kepala bagian penerimaan kasus dan
staf Wadan Puspom TNI. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya respons
dari pihak Puspom TNI AD dengan memerintahkan Danpomdam | Bukit Barisan
(Surat Nomor R/89V/2015) untuk melakukan penyelidikan sejumlah fakta-fakta yang
diberikan oleh KontraS dan korban petani Ramunia, terkait dugaan perlakukan tidak
manusiawi dan tindakan keji lainnya yang dilakukan oleh anggota Kodam /BB
terhadap warga Perkebunan Ramunia dan untuk segera melaporkan hasilnya kepada
pihak Puspom TNI-AD,

2. Melakukan pelaporan kepada pihak Komnas HAM terkait kekerasan pelanggaran
HAM yang dilakukan oleh anggota Kodam | Bukit Barisan, pada tanggal 28 April
2015, yang diterima oleh Komisioner Komnas HAM. Ditindaklanjuti dengan
keluarnya surat rekomendasi dari Komnas HAM kepada Panglima Kodam | Bukit
Barisan untuk menghentikan perampasan lahan dan melakukan pengusutan
terhadap sejumlah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI dari
Kodam | Bukit Barisan,

3. Melakukan siaran pers terkait kasus perampasan lahan dan tindakan tidak manusiawi
dan keji lainnya terhadap petani Ramunia, bersama dengan sejumlah perwakilan
petani Ramunia dan pendamping lokal di Kantor KontraS pada 10 Mei 2015.

11.2.6.4 Tindakan tidak manusiawi lainnya di Rembang, Takalar dan Wawonii

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Divisi Pemantauan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial
KontraS, model tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya juga masih terjadi di wilayah-
wilayah yang kuat diduga memiliki sumber daya alam, di mana kebanyakan dari korporasi
dan pelaku-pelaku bisnis ekonomi turut melibatkan aparat keamanan negara (selain pihak
jasa pengelola keamanan) untuk menjaga obyek-obyek vital yang telah diakuisisi sepihak
oleh mereka. Rembang adalah contoh menarik di mana bentuk brutalitas aparat polisi juga
memiliki dimensi tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya. Hal ini terjadi ketika para petani
Rembang di Provinsi Jawa Tengah yang saat itu mayoritas adalah perempuan melakukan
pemblokiran jalan menuju ke tapak pabrik pada 26-27 November 2014. Tindakan brutal
yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Resor) Tembang seperti melempar banyak pemrotes
(yang kebanyakan adalah ibu-ibu petani Rembang) ke semak-semak, melakukan pemukulan,
pengejaran dan pengerusakan tenda-tenda.” Teror dan intimidasi sebagai bagian dari
tindakan tidak manusiawi yang muncul dan menguat lainnya adalah ketika aparat polisi
tidak mengizinkan dihidupkannya sumber penerangan di tenda-tenda yang dibentuk oleh
ibu-ibu petani Rembang, mereka juga melarang memberikan suplai makanan untuk jangka
waktu tertentu kepada para ibu yang terlibat dalam aksi protes damai tersebut.

*! Luka-luka hingga 2 orang pingsan yakni: Suparmi (40 tahun) dan Murtini (30 tahun). Penangkapan terhadap 7 orang yakni:
Susilo (29 tahun), Ngatiban (33 tahun), Nurwanto (21 tahun), Supion (25 tahun), Suwater (23 tahun), Sulijan (33 tahun), Yani (25
tahun) oleh anggota Polres Rembang. Lihat juga: Geotimes. 2015. Ibu-ibu Rembang laporkan aparat kepolisian Rembang ke
Polda Jawa Tengah. Artikel dapat diakses di: http://geotimes.co.id/ibu-ibu-rembang-laporkan-aparat-kepolisian-rembang-ke-
polda-jawa-tengah/. Diakses pada 18 Juni 2015.
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Hal serupa juga terjadi di Takalar (Sulawesi Selatan), di mana para petani yang berjuang
untuk melawan praktik perampasan tanah oleh PTPN XIV dihadang oleh aparat TNI (Yonif
726), Brimob Polda Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan para
preman hingga pada tanggal 27 Oktober 2014 praktik penggunaan kekerasan seara
berlebihan yang juga bisa dikategorikan sebagai bagian dari tindakan tidak manusiawi
terjadi. Di Wawonii, tindakan tidak manusiawi telah terjadi pada warga setempat akibat
sengketa tanah yang diperebutkan antara warga dengan PT. Derawan Berjaya Mainning
seluas 10,070 hektare. Tindakan tersebut bermula dengan aksi protes warga terhadap
tindakan perampasan tanah leluhur mereka. Aksi tersebut dibalas dengan pengerahan
satuan gabungan Brimob Sulawesi Tenggara dan Polres Kendari ke Desa Batulu dan
Tekonea untuk mencari provokator aksi protes warga yang dituduhkan kepada Muamar dan
Hasim Lasao ditanggal 3 Mei 2015.

Sumber: Dokumentasi Divisi Pemantauan hak-Hak Ekonomi dan Sosial KontraS, 2015

Muamar yang tidak melakukan perlawanan ditangkap paksa, mendapatkan tindakan tidak
manusiawi untuk memberikan pengakuan bahwa ia adalah salah satu otak intelektual dari
aksi protes warga. Dalam kejadian tersebut terdapat 3 nama lainnya yang ditangkap
bersamaan yakni Hasrudin, Firman, Hardiansyah, namun Firman dan Hardiansyah di tengah
jalan dilepaskan oleh polisi. Belum ada respons cepat dari pihak kepolisian untuk
menindaklanjuti tindakan brutal yang dilakukan para aparat. Muamar telah ditetapkan
sebagai tersangka karena keterlibatannya dalam gerakan agraria di Wawonii. Ketika dibesuk,
kondisi Muaram penuh dengan luka memar bekas tindak penyiksaan yang dilakukan aparat
kepolisian.
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Dari beberapa paparan kasus di atas, terdapat perdebatan yang belum final di dalam ranah hukum
internasional untuk mendorong ruang akuntabilitas aktor non-negara khususnya bagi mereka yang
terlibat di dalam kejahatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Namun demikian,
melihat sifat hukum HAM internasional yang tidak bisa dipisahkan dari satu kategori hak dengan
yang lain, tetap terdapat celah untuk mendorong hadirnya ruang akuntabilitas aktor non-negara
untuk bertanggungjawab dalam praktik buruk -salah satunya adalah kejahatan penyiksaan dan
tindakan tidak manusiawi lainnya- dalam situasi-situasi yang sangat khusus, terutama jika korporasi
tersebut memiliki relasi unik dengan pihak penguasa ataupun praktik korporasi didukung dengan
keberadaan aparat negara (kelompok keamanan seperti polisi dan militer atau relasi yang
mendukung jasa keamanan privat).

Terdapat beberapa instrumen internasional yang meskipun tidak mengikat secara hukum (soft
instrument) namun demikian tetap memiliki gravitasi akuntabilitas, seperti Voluntary Principles on
Security and Human Rights (2000) dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)
yang lebih dikenal sebagai Ruggie Principles banyak memberikan celah dan kesempatan agar aktor
non-negara mau tunduk dengan aturan universalisme dari HAM.>” Di Indonesia sendiri terdapat
inisiatif untuk mendorong agenda akuntabilitas aktor non-negara pada isu bisnis dan HAM, namun
demikian kesempatan ini juga harus didukung oleh negara untuk mau membuka ruang komitmen,
kerjasama dan upaya yang bisa digunakan untuk mendorong korporasi —baik domestik maupun
transnasional- untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Selain itu, merespons potensi negara untuk melakukan act by ommission (pengabaian situasi
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara) dan hadirmya juga act by commission
(keterlibatan unsur aparatus negara untuk melakukan kejahatan penyiksaan dan tindakan tidak
manusiawi lainnya), maka negara dalam hal ini tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala
ketentuan yang diatur di dalam prinsip-prinsip HAM internasional dan nasional untuk mendorong
akuntabilitas atas kejahatan penyiksaan, sebagaimana yang diatur di dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (Pasal 6 dan Pasal 9), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 9, 10 dan
Pasal 21, 25) dan Konvensi Anti Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi serta Merendahkan
Martabat Manusia (Pasal 2).

11.2.7 Penerapan Qanun Jinayat di Aceh

Berdasarkan pemantauan KontraS selama bulan Juni 2014 hingga Mei 2015, terdapat tidak
kurang dari 25 kali eksekusi hukuman cambuk dengan total 183 terpidana. Sebanyak 21
eksekusi atas pelanggaran Qanun No.13/2003 tentang Maisir (perjudian) dan sisanya
sebanyak 3 atas pelanggaran Qanun No. 14/2003 tentang khalwat (perbuatan mesum) dan
1 atas pelanggaran Qanun No. 12/2003 tentang Khamar (minuman keras). Beberapa praktik
eksekusi cambuk yang layak mendapat perhatian adalah kasus Syukri (41 tahun) yang
sempat melakukan perlawanan saat cambukan ke-enam mendarat di tubuhnya karena tidak
tahan atas rasa sakit. Warga yang menonton prosesi hukum cambuk di halaman Masjid Al
Falah, Sigli, justru memberikan olokan seakan menikmati prosesi tersebut. Syukri menjalani
hukuman cambuk sebanyak sembilan kali atas kasus perjudian pada 26 Februari 2015.>
Terdapat juga terpidana perempuan yang mengalami syok dan diamankan oleh pihak

%2 Lihat: Monash University/ (2008). Human rights translated: A business reference guide. Dokumen dapat diakses di:
https://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/human_rights_translated.pdf (hal. 13-16). Diakses pada 20 Juni
2015.

%% Lihat: Berita Tribunnews (2015). Tak Tahan Dihukum Cambuk, Penjudi Asal Sigli Amuk Algojo. Artikel dapat diakses di:
http://m.tribunnews.com/regional/2015/02/28/tak-tahah-dihukum-cambuk-penjudi-asal-sigli-amuk-algojo# diakses pada 8
Juni 2015.
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Satpol PP ke mushola ketika menjalani hukuman cambuk pada 11 Mei 2015 di Kota
Subulussalam. Perempuan tersebut bersama pasangannya dihukum karena kasus khalwat
(mesum), mereka dicambuk sebanyak tujuh kali karena kedua terpidana telah menjalani
hukuman kurungan selama 36 hari.>

Kemudian seorang oknum polisi aktif juga ikut dicambuk bersama dengan sembilan warga
Aceh Tengah atas pelanggaran Qanun mengenai perjudian. Mereka mendapat hukuman
tiga sampai enam kali cambuk setelah dipotong masa tahanan 65 hari.® Selain oknum
kepolisian juga pada 22 Mei 2015 di Kabupaten Gayo Lues, dua diantara sepuluh terpidana
merupakan PNS yang ditangkap atas kasus khalwat atau mesum dan judi.*® Selain masih
dilaksanakannya praktik hukuman cambuk di Provinsi Aceh, pada 27 September 2014,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah menandatangani Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 yang populer disebut Qanun Jinayat. > Tiga Qanun (khamar, maisir, dan khalwat) yang
memiliki muatan pelaksanaan hukum cambuk masih tetap digunakan hingga pada tanggal
28 September 2015 dimana Qanun Hukum Jinayat akan berlaku efektif untuk seluruh
wilayah Provinsi Aceh sesuai dengan pasal 74 Qanun tersebut.

Pada Qanun tersebut tidak hanya mengatur tentang khalwat, maisir, dan khamar, akan
tetapi pengaturan semakin meluas karena mencantumkan bentuk perilaku lain yang
sebelumnya tidak diatur. Perilaku yang mendapatkan ancaman berjumlah tidak kurang dari
10 perilaku. Selain itu, hal lain yang cukup mengagetkan apabila dilihat dari angka
cambukan yang dikenakan untuk terpidana. Pada tiga Qanun sebelumnya, pelaksanaan
cambuk berkisar antara dua kali hingga 40 kali cambukan tergantung peraturan yang
dilanggar.®® Pada Qanun terbaru, jumlah cambukan meningkat cukup tinggi. Sebagai
contoh, seseorang yang dituduh melakukan zina dapat diancam 100 kali cambuk atau
denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau dipenjara paling banyak 100
(seratus) bulan.

Kemudian, Qanun ini memiliki cengkram yang meluas dimana warga non-muslim dapat
juga diancam oleh hukuman cambuk. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 (b) dan (c). Ayat b
berbunyi, “Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah (kejahatan) di Aceh
bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela
pada hukum Jinayat.” Ayat c berbunyi, “Setiap orang beragama bukan Islam yang
melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana
di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.” Menariknya, pada Pasal 2 Qanun tersebut,
tertulis perlindungan HAM sebagai salah satu asas dan ruang lingkup dari penyelenggaraan

Qanun.

Provinsi Aceh yang termasuk dalam wilayah Negara Indonesia sudah pasti wajib mengikuti ketentuan
HAM nasional dan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Seharusnya

% Lihat: Bongkarnews (2015). Pasangan Mesum Dihukum Cambuk Di Lapangan Beringin Kota Subulussalam. Artikel dapat
diakses di: http://bongkarnews.com/v1/view.php ?newsid=7208 diakses pada 8 Juni 2015

* Nama-nama terkena hukuman cambuk adalah Rizal, 34; Fauzi Taib, 44; Maidin, 33; Buge Kin Aulia, 31; Insanul Putra, 43;
Andri Gunawan, 33; Juliadi, 44; Najmuddin, 44; Sarmiadi, 38; dan Jamal Trisna, 41

Lihat: Berita Jawa Pos (2014). Oknum Polisi lkut Jalani Hukuman cambuk. Artikel dapat diakses di:
http://www.jawapos.com/baca/artikel/10099/oknum-polisi-ikut-jalani-hukuman-cambuk diakses pada 7 Juni 2015

% Lihat: Harian Andalas.2015. Dua PNS Gayo Lues Dihukum Cambuk. Artikel dapat diakses di:
http://harianandalas.com/kanal-aceh/dua-pns-gayo-lues-dihukum-cambuk diakses pada 8 Juni 2015

57 Lihat: Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dapat diakses di http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Qanun_Aceh_
Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf diakses pada 19 Juni 2015

%8 Lihat: Arskal Salim.2008. Challenging the Secular State : The Islamization of Law in Modern Indonesia. Honolulu: The
University of Hawai'i Press. Hal. 27-29.
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Pemerintah Indonesia mampu melakukan intervensi atau koreksi atas akan dilaksanakannya Qanun
Jinayat tersebut karena tercantum juga pada pasal 2 Konvensi Anti Penyiksaan yang mewajibkan
negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah
efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.”” Muncul paradoks
karena perlindungan HAM seakan tidak merujuk pada beberapa ketentuan HAM nasional terutama
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia®® dan ketentuan internasional yang berlaku universal.
Dalam hal ini hukum cambuk melanggar Konvensi Anti Penyiksaan terutama Pasal 16! dan Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik terutama Pasal 7 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

11.2.8 Peta kejahatan penyiksaan di Indonesia

Berikut ini Kontra$S tampilkan data pemantauan media yang dipantau terhitung sejak bulan
Juni 2014 hingga Mei 2015. Beberapa data berikut akan mengilustrasikan tren kejahatan
penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, termasuk dalam ukuran wilayah, peristiwa,
aktor dan korban.

11.2.8.1 Deskripsi peristiwa dan korban

Hasil Pemantauan Peristiwa Penyiksaan
Juni 2014 s/d Mei 2015

14
12
10

Juni Juli Agustus  September Oktober November Desember  Januari Februari Maret April Mei

=4&=Peristiwa Penyiksaan

Sumber: Biro Monitoring dan Dokumentasi KontraS, 2015

Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui bahwa sepanjang bulan Juni 2014 hingga Mei 2015,
terdapat 84 angka penyiksaan. Dari angka tersebut, tercatat 274 orang menjadi korban,
dengan rincian pembagian korban menjadi beberapa kategori: korban tewas, korban luka
berat dan ringan serta bentuk pelanggaran HAM lainnya seperti perampasan kemerdekaan,
intimidasi dan pelecehan seksual. Jumlah korban di atas juga telah termasuk korban dari
praktik hukum cambuk (Qanun Jinayat) di Provinsi Aceh sebanyak 183 orang. Angka ini
mungkin tidak sebanyak angka temuan KontraS ditahun-tahun sebelumnya. KontraS
memprediksikan bahwa angka ini tidak memiliki korelasi kasus dengan turunnya praktik

* ibid. Hal. 32-35.

€ Pada UU No. 39 Tahun 1999 pasal 33 berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Peraturan dapat diakses di:
http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham diakses pada 19 Juni 2015.

' Pada Pasal 16 disebutkan bahwa setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1. Dokumen mengenai Konvensi Anti Penyiksaan dapat diakses di:
http://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CAT.aspx diakses pada 19 Juni 2015.
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penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi di Indonesia dengan beberapa argumentasi
sebagai berikut: Pertama,tahun politik 2014 di mana media banyak memberikan fokus pada
kampanye dari beragam partai politik dan yang dikerucutkan pada kontestasi pemilihan
presiden antara kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo bisa menyebabkan terjadinya
pergeseran fokus media dalam mengabarkan praktik penyiksaan dan tindakan tidak
manusiawi yang tetap berjalan pada banyak skala di tengah masyarakat yang tidak
berimbang dengan fokus tahun politik tersebut. Kedua, tidak semua kasus penyiksaan dan
tindakan tidak manusiawi lainnya diberitakan secara luas mengingat letak geografis
Indonesia. Ketiga, tidak semua korban mau melaporkan kasusnya karena masih menyimpan
rasa takut, ataupun terkait dengan faktor-faktor seperti keterbatasan akses, rendahnya
kesadaran untuk melaporkan rumitnya mekanisme perlindungan dan pemulihan yang harus
mereka tempuh.

Kondisi Korban
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11.2.8.2 Deskripsi wilayah
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Sumber: Biro Pemantauan dan Dokumentasi KontraS, 2015

KontraS mencatat sebaran kejahatan penyiksaan dantindakan tidak manusiawi lainnya
terjadi di 21 provinsi dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini mengindikasikan
bahwa kejahatan tersebut menyebar dilebih dari 75 persen wilayah Indonesia. Sebaran ini
menjadi bukti bahwa belum nampak adanya perubahan dan/atau perbaikan yang dilakukan
negara untuk mengurangi angka dan jumlah penyiksaan. Apalagi dari sisi akuntabilitas
penegakan hukum, masih jauh dari harapan. Adapun jika dilakukan perincian dari sebaran

provinsi tersebut adalah:

a. Angka terbesar ada di Provinsi Aceh, yang merepresentasi praktik hukuman cambuk
di provinsi tersebut. Hukuman cambuk dalam kerangka konvensi menentang segala
bentuk penyiksaan adalah termasuk bentuk perbuatan kejam dan tidak manusiawi;

b. Wilayah Sumatera selain Aceh juga menghadirkan angka penyiksaan dan tindakan
tidak manusiawi lainnya, bisa diindikasikan sebagai mulai meluasnya praktik bisnis
dan keamanan, diikuti dengan praktik meluasnya kejahatan penyiksaan dan tindakan
tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh unsur aktor non negara. Hal serupa

juga terjadi di Sulawesi;

c. Untuk 20 provinsi sisanya relatif angkanya rata-rata yaitu 1 hingga 6 peristiwa
penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Dari data yang dikumpulkan
Kontra$, jika dirata-rata peristiwa yang terjadi di 20 provinsi ini lebih banyak dilatari
oleh tindakan sewenang-wenang aparat (abuse of power) baik yang teradi di
lingkungan proses hukum, maupun di luar proses hukum, semisal di pos militer,
gesekan di jalan yang berkelanjutan pada balas dendam kepada korban, dan lain

sebagainya.
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11.2.8.3 Deskripsi pelaku
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Sumber: Biro Pemantauan dan Dokumentasi KontraS, 2015

Kontras mencatat setidaknya pelaku didominasi oleh tiga institusi yaitu Polri, TNI dan

petugas sipir penjara (Kementerian Hukum dan HAM RI). Berikut adalah rinciannya:

a.

Peringkat pertama: Kepolisian Rl (Polri) masih menempati posisi tertinggi yaitu
tercatat melakukan 35 tindakan penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.
Tindakan polisi mengakibatkan 37 orang menjadi korban, dengan rincian 9 orang
tewas, 27 orang luka-luka, dan 1 orang luka ringan;

Peringkat kedua: ditempati oleh petugas sipir penjara yaitu 15 tindakan penyiksaan
dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Tindakan petugas sipir mengakibatkan 4
orang tewas, 32 orang luka-luka dan 7 orang luka ringan;®

Peringkat ketiga: Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan 9 tindakan penyiksaan
dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Tindakan TNI mengakibatkan 3 orang tewas,
dan 20 orang luka-luka;

Selain ketiga institusi nasional tersebut, KontraS juga mencatat 25 hukuman
cambuk yang dilakukan oleh aparat Pemda Aceh, dalam hal ini Kejaksaan Negeri
Provinsi NAD. Hukuman cambuk dilakukan terhadap 183 orang.

¢2 KontraS memang tidak menerima adanya pelaporan dan pengaduan kasus langsung dari praktik kejahatan penyiksaan dan
tindakan tidak manusiawi lainnya pada periode 2014-2015. Namun demikian, penting kiranya untuk tetap membuka peluang
dengan memantau tindakan-tindakan petugas sipir penjara yang berpeluang untuk melakukan tindakan penyiksaan dan
tindakan tidak manusiawi lainnya, mengingat tidaklah mudah bagi organisasi HAM untuk melakukan pemantauan secara
berkala pada situasi dan kondisi tempat di mana tahanan ditahan.
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Berdasarkan tindakan dari keempat institusi tersebut di atas, KontraS secara keseluruhan
mencatat jumlah korban tewas 16 orang, korban luka-luka sebesar 262 orang, dan 7 orang
terkena dampak lainnya, yakni pelecehan seks, intimidasi dan beragam bentuk pelanggaran
hak lainnya.

Total

®Tewas ™ Luka ™ Lainnya

3%
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BAGIAN Ill - REKOMENDASI
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Merefleksikan dari beragam praktik penyiksaan dan repetisi tren yang masih terjadi,
KontraS merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Adalah mutlak bagi pemerintah untuk menyediakan medium yang bisa dijadikan
rujukan hukum dalam mengkriminalisasikan kejahatan penyiksaan. Mempercepat
proses pembahasan RUU Perubahan KUHP dan RUU Tindak Pidana Penyiksaan
menjadi sebuah kewajiban untuk mengisi kekosongan hukum. RUU Perubahan
KUHP akan strategis mengatur ruang pemidanaan sedangkan RUU Tindak Pidana
Penyiksaan akan mengatur perlindungan, pencegahan dan pemulihan secara
komprehensif. Negara sudah tidak bisa lagi merespons kasus-kasus kejahatan
penyiksaan dengan pendekatan kasus per kasus, oleh karena itu pemerintah dan
DPR RI dalam hal ini harus memberikan prioritas untuk mengevaluasi kebijakan-
kebijakan dan produk perundang-undangan yang masih menerapkan dan bahkan
memberikan keleluasaan pembenaran atas praktik penyiksaan dan tindakan tidak
manusiawi lainnya,

2. Penting untuk membuat prioritas pada institusi-institusi keamanan negara,
khususnya Polri, TNI dan Kementerian Hukum dan HAM (yang mengkoordinasikan
lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia) untuk menggunakan mekanisme
vetting di dalam lingkungan mereka, dalam menguji, mengukur dan memberikan
ruang evaluasi atas kinerja aparat dan petugas publik yang terlibat melakukan,
memberikan perintah atau bahkan membiarkan terjadinya kejahatan penyiksaan,®

3. Terkait dengan poin nomor 2, KontraS mendorong pemerintah untuk menyediakan,
memastikan dan menghadirkan ruang evaluasi atas peningkatan kapasitas
pemahaman aparat penegak hukum dan keamanan khususnya kepolisian dan TNI
dalam melakukan tugas pokok dan fungsi pada penyelidikan dan penyidikan, fungsi
pemantauan dan kontrol dari proses tersebut sehingga tidak menggunakan jalan
pintas dengan menggunakan metode penyiksaan,

4. Terhadap institusi-institusi negara independen yang memiliki mandat untuk
melakukan fungsi pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan seperti
yang dilakukan Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas dan
lain sebagainya juga harus dilakukan secara ketat melakukan mandatnya dan
menggunakan alat ukur terpercaya (salah satunya mekanisme vetting) dalam
mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan penyiksaan,®

5. Pemerintah berkewajiban untuk menghentikan praktik-praktik penyiksaan di wilayah-
wilayah yang masih memiliki sumbu ketegangan konflik seperti di Papua, Poso dan
Maluku yang masih mendapatkan ruang kontrol pengawasan keamanan yang ketat.

¢ Untuk mengisi konteks ‘impunity gap’ di mana impunitas justru memberikan insentif kepada para pelaku dalam wujud
reputasi, status hingga penerimaan publik atas praktik buruk para pelaku di masa lalu, pemerintah idealnya menggunakan
suatu pembatasan bagi para pelanggar HAM untuk menduduki jabatan strategis. Upaya ini telah lazim digunakan sejumlah
negara yang mengalami transisi dari rezim otoritarian seperti salah satunya Indonesia, yang dikenal sebagai mekanisme
‘vetting’ dengan menyaring (screening) dan mencegah masuknya (barring) para pelaku kejahatan serius HAM, memindahkan
posisi (removal) bagi para pejabat publik yang diketahui memiliki rekam jejak HAM buruk dan memurnikan (purging) institusi-
institusi negara yang dianggap strategis —atau bahkan potensial membahayakan HAM, seperti: pengambil kebijakan politik di
lembaga eksekutif, parlemen, yudikatif, aktor-aktor sektor keamanan dan pertahanan (polisi, militer dan intelijen). Mekanisme
vetting juga penting dilakukan untuk menjamin bahwa ada kepercayaan publik atas mandat yang diberikan kepada setiap
individu yang menduduki suatu jabatan publik. Lihat: KontraS & ICTJ. 2011. Keluar jalur: Keadilan transisi di Indonesia setelah
jatuhnya Soeharto. Dokumen dapat diakses di: http.//kontras.org/buku/Indonesia%20report-derailed-Indo.pdf. Diakses pada
22 Juni 2015. Hal. 75-78.

¢ Usulan Kontra$ ini juga mendorong institusi-institusi independen negara untuk membuat teknis pelaporan, pemantauan,
perlindungan dan pemulihan yang mensyaratkan harus terdapat suatu fakta, laporan, rekomendasi pendukung dari setiap
lembaga pengawas.
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Menerapkan penyiksaan untuk mengontrol keamanan justru akan melahirkan
permasalahan baru,

Pemerintah harus bisa menyinergikan kerja-kerja antar institusi negara untuk bisa
memastikan adanya mekanisme pencegahan, penghukuman atas kejahatan
penyiksaan yang masih berjalan, perlindungan kepada saksi dan korban serta
pemulihan hak-hak korban sesuai dengan standar instrumen hukum HAM
internasional,

Pemerintah harus mulai memikirkan model rujukan akuntabilitas yang bisa menjerat
dan memberikan penghukuman kepada para pelaku kejahatan penyiksaan yang
berasal dari aktor non-negara. Potensi hadirnya kejahatan penyiksaan dan tindakan
tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara —mulai dari
pihak korporasi hingga pengelola jasa keamanan privat dan kemungkinan
terbentuknya relasi buruk antara korporasi dan aparatus negara dalam
membenarkan praktik tersebut akan menjadi tren di waktu yang akan datang seiring
menguatnya dimensi pembangunan berorientasi bisnis di Indonesia,

Pemerintah dan DPR Rl harus pula memberikan prioritas untuk segera meratifikasi
Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Perlindungan Semua
Orang dari Penghilangan Paksa serta Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana
Internasional yang bisa dijadikan rujukan dalam melihat ruang akuntabilitas untuk
kejahatan penyiksaan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan
(crimes against humanity). Pemerintah juga harus segera merealisasikan
rekomendasi dan komitmen universalisme HAM yang telah dikomunikasikan secara
intensif melalui ruang-ruang akuntabilitas internasional (melalui badan-badan PBB)
sebagaimana yang diatur di dalam rekomendasi Universal Periodic Review, Komite
HAM, dan pelapor-pelapor khusus PBB sebagai wujud komitmen Indonesia pada
agenda jaminan perlindungan dan pemajuan HAM.
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